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Syarafina Ramlah (B111 10 121). The Implications of the ASEAN 
Charter 2007 for Economic Cooperation in the Field of Trade in Goods 
between ASEAN Member-states. Guided by Syamsuddin Muhammad 
Noor and Tri Fenny Widayanti. 
This research aims to find out how is the implication of the ASEAN 
Charter 2007 for economic cooperation in the field of trade between 
ASEAN Member-states and its mechanism of dispute settlement. This 
research was conducted with methods of literature research or through the 
study of literature which is also coupled to the interview method with 
various parties who are competent in the writing of this thesis. 
The results obtained from this study are as follows: (1) In the field of 
trade in goods, the ASEAN successfully completed substantive discussion 
about ATIGA which is a refinement of the ASEAN agreement on trade 
goods, one of which is the CEPT-AFTA, (2) EDSM 2004 is the main law’s 
framework to process the dispute settlement on economic which 
strengthened also by ASEAN Charter. However, until now not been used 
EDSM 2004 by ASEAN member countries considering these instruments 
formed before the ASEAN Charter was formed, so there are still some 
flaws in it. 
Based on the results of the research, the author formulates to use 
regional mechanism dispute settlement, especially for economic case. The 
regional dispute settlement mechanism based on instruments, that has 
formed by ASEAN, need to prioritized as an efectivity form of ASEAN as 
regional organization that capable to created stability, security and 
peaceful in region. Dispute resolution in the economy should be resolved 
through EDSM 2004. Dispute Settlement Body (DSB) on the ASEAN 










Syarafina Ramlah (B111 10 121). Implikasi ASEAN Charter 2007 
terhadap Kerjasama Ekonomi antarnegara Anggota ASEAN dalam Bidang 
Perdagangan Barang. Dibimbing oleh Syamsuddin Muhammad Noor dan 
Tri Fenny Widayanti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implikasi 
ASEAN Charter 2007 terhadap kerjasama ekonomi di bidang 
perdagangan antarnegara anggota ASEAN beserta dengan mekanisme 
penyelesaian sengketanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
“literature research” atau melalui studi literatur yang juga dirangkaikan 
dengan metode wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten dalam 
penulisan skripsi ini. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
Dalam bidang perdagangan barang, ASEAN berhasil menyelesaikan 
pembahasan substantif mengenai ATIGA yang merupakan 
penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidang perdagangan barang, 
salah satunya yaitu CEPT-AFTA, (2) Protokol Vientiane 2004 merupakan 
payung hukum utama ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa di 
bidang ekonomi dimana ketentuan ini diperkuat pula dalam ASEAN 
Charter. Akan tetapi, hingga saat ini EDSM 2004 belum digunakan oleh 
negara anggota ASEAN mengingat instrumen ini dibentuk sebelum 
ASEAN Charter dibentuk, sehingga masih terdapat beberapa kelemahan 
di dalamnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, Penulis merumuskan agar 
implementasi mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya di bidang 
ekonomi, di tingkat kawasan ASEAN hendaknya perlu dimaksimalkan. 
Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan instrumen-instrumen 
yang telah dibuat ASEAN perlu diprioritaskan sebelum dibawa pada 
tingkat internasional sebagai bentuk efektifitas ASEAN sebagai organisasi 
regional yang mampu menciptakan stabilitas, keamanan dan perdamaian 
di kawasan. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi harus diselesaikan 
melalui EDSM 2004. Dispute Settlement Body (DSB) di ASEAN sebaiknya 










Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur yang tak 
terhingga Penulis ucapkan atas kebesaran Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat sehingga Penulis mampu merampungkan 
penyelesaian skripsi ini. Shalawat tak lupa pula Penulis kirimkan kepada 
Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan umat manusia di bumi ini. 
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan utama Penulis 
sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, Ir. Syahrir Soeid dan RA. 
Seni Wiris Trisandini yang telah memenuhi segala kebutuhan Penulis, 
baik kebutuhan jiwa maupun raga. Serta tidak henti-hentinya 
menyanggupi berbagai keinginan yang diajukan oleh Penulis. Penulis juga 
menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan yang diberikan oleh mereka, 
Penulis tidak akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Penulis juga 
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga 
adik Penulis yaitu Marini Soeid, Nisrina dan Muhammad Rizal Soeid yang 
tidak henti-hentinya memberikan support untuk segera menyelesaikan 
skripsi ini.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan rampung tanpa 
adanya bantuan, baik materiil maupun non-materiil yang telah diberikan 
oleh berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. DR. Aswanto, S.H., M.H., DFM. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, antara 
viii 
 
lain Bapak Prof. DR. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Bapak DR. 
Anshori Illyas, S.H., M.H., dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. 
atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik 
bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun 
yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H. dan Ibu 
Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan 
Pembimbing II yang sangat membantu, kooperatif, memudahkan, 
dan bahkan memberikan pinjaman berbagai literatur kepada 
Penulis sebagai bahan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan 
skripsi ini. Sungguh Penulis sangat bersyukur memiliki pembimbing 
seperti Bapak dan Ibu. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., Bapak Dr. Abdul 
Maasba Magassing, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Laode Abd. Gani, 
S.H., M.H. sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan, 
kritik, serta pengalaman berharga dalam proses penyelesaian dan 
penyempurnaan skripsi ini. 
4. Segenap dosen pengajar hukum internasional yang telah berbagi 
ilmu, cerita, pengalaman, dan tawa. Juga atas pemahaman baru 
yang telah diberikan kepada Penulis mengenai makna menjadi 
seorang pengajar yang betul-betul mencerminkan pribadi sebagai 
pengajar yang ideal, pengajar yang humble dan mingle dengan 
ix 
 
mahasiswanya. Sehingga Penulis menjadikan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, terutama Ruang Bagian Hukum 
Internasional, sebagai rumah kedua penulis. Terimakasih. 
5. Ibu Prof. DR. Alma Manuputty, S.H., M.H., selaku Penasehat 
Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu bagi Penulis 
untuk konsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). 
6. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada Penulis. Semoga 
Allah SWT membalas jasa Ibu dan Bapak sekalian. 
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
atas arahan, bantuan, dan kesabarannya dalam menghadapi 
Penulis. 
8. Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas 
perubahan positif yang sangat siginifikan terhadap ruang baca ini. 
9. Mas Supriyanto, Mas Daniel Simanjuntak, Mba Adhyanti 
Sardanarini Wirajuda selaku pejabat fungsional Direktorat 
Fungsional Politik Keamanan ASEAN yang telah bersedia 
meluangkan waktunya untuk penulis dalam memperoleh data. 
10. Mas Rizal dan Mas Ivan selaku pejabat fungsional Direktorat 
Fungsional Kerjasama Ekonomi ASEAN yang telah bersedia 
meluangkan waktunya untuk penulis dalam memperoleh data. 
11. Bapak Amrih Jinangkung selaku Kasubdit Perjanjian Investasi, 
keuangan dan Jasa Ekonomi Direktorat Hukum Perjanjian 
x 
 
Internasional dan Mba Ica selaku Pejabat Fungsional Hukum 
Perjanjian Internasional yang telah meluangkan waktunya untuk 
penulis untuk membantu penulis dalam memperoleh data. 
12. Sahabat-sahabat penulis sejak berstatus Mahasiswa Baru hingga 
penyusunan proposal dan skripsi Aslinda Tahir, Andi Dewi 
Purnama Sari, Faradillah Diputri Ashan, Noldy Pinontoan dan 
Yolanda Mouw. Sahabat dalam berbagai suka dan duka, baik di 
dalam maupun luar dunia perkuliahan, memiliki banyak perbedaan 
dalam berbagai hal. Juga kepada Sri Amalina sebagai sahabat 
yang memiliki banyak kesamaan dengan Penulis dalam soal 
makanan, cerita, gosip, dan liburan. Terima kasih atas segala 
pengertian dan kesabaran menghadapi Penulis. Juga kepada 
Rafika Ramli si wanita perkasa yang banyak menolong penulis, I 
love you. 
13. Orang terdekat sekaligus rekan seperjuangan KKN Penulis, Ryan 
Saputra Alam, atas dukungan dan bantuannya terhadap 
pembuatan skripsi ini. Terimakasih banyak. 
14. Keluarga besar Regional Moot Court Competition 2012 crew, 
Zulfikar, Muh. Farit Ode Kamaru, Junaedi Azis, L. O. Bahrusyawal, 
Andi Mekasari,  Rini Ariani Said, Ilham Sardi, Andi Dzul Ikhram, 
Amiruddin dan Gunawan. Terimakasih atas pengalaman 
berharganya, tidak akan terlupakan. Kebersamaan yang terbina 
xi 
 
kurang lebih tiga bulan lamanya memberikan perubahan positif 
yang sangat besar terhadap penulis. 
15. Senior-senior tercinta khususnya kepada kakanda Sri Rahayu, 
Sabrina Putri Amritsjar, Sukma Indra Jati, Muarif, Wahyudin, Afif 
Mahmud, Dede Suhendra, Radillah Khaerany, Firda Mutiara dan 
Alwin Hajaning. Terimakasih telah berbagi pengalaman dan 
pertolongannya selama ini. Beruntungnya kenal orang-orang hebat 
seperti kalian, sukses selalu.  
16. Junior-junior tercinta khususnya kepada Muthmainnah A. Rahman, 
Nur Faika, Rima Islami, Nurul Atfiah Natsir, Andi Rinanti, 
Nursyamsinar, Mutiah Wendah Juniar, Muhammad Haedar, Arif 
Rachman Nur, Gustia dan Cindra Anwar. Terimakasih atas bantuan 
serta canda tawanya. Goodluck, tetap jaya! 
17. Roommate selama magang di Ibu Kota Nurfatimah Ahmad, 
sahabat seperantauan, sewatak dan sama-sama memiliki ambisi 
yang besar. Sungguh beruntung mengenal anda. 
18. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan 
Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
(UKM LP2KI FH-UH) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 
Terimakasih karena telah menerima saya menjadi bagian dari 
keluarga ini. Terima kasih juga atas segala sarana yang diberikan 
untuk mengembangkan pribadi Penulis, kemampuan akademik, 
xii 
 
nasihat, kritik, dan motivasi membangun bagi Penulis dalam 
mencapai prestasi. 
19. Keluarga besar International Law Students Association (ILSA) 
chapter Universitas Hasanuddin yang tidak dapat saya sebutkan 
satu persatu. Terimakasih atas nasihat, pengalaman, dan ilmu yang 
tak ternilai khususnya dalam bidang hukum internasional. Terima 
kasih juga atas segala kerja samanya dalam membangun ILSA. 
20. Teman-teman Legitimasi 2010 yang saat ini juga tengah disibukkan 
dengan pembuatan maupun penyelesaian skripsi. SHemangat!  
21. Rekan-rekan seperjuangan pulau perbatasan KKN Miangas 
UNHAS Gelombang 85, terutama untuk Abdullah Fikri Ashri yang 
turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Sungguh 
pengalaman yang tidak terlupakan, terimakasih. Sukses selalu! 
Demikian ucapan terima kasih ini Penulis buat. Mohon maaf yang 
yang terdalam jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih 









ABR   ASEAN Baseline Report 
ACC   ASEAN Coordinating Council  
ACFTA  ASEAN-China Free Trade Agreement 
ACMB   the ASEAN Compliance Monitoring Body 
ACT   ASEAN Consultation to Solve Trade 
AIA   ASEAN Investment Area 
AICO   ASEAN Industrial Cooperation 
AEC   ASEAN Economic Community 
AEM   ASEAN Economic Ministers 
AFAS   ASEAN Framework Agreement on Services  
AFTA   ASEAN Free Trade Area 
APSC   ASEAN Political-Security Community 
ARISE  ASEAN Regional Integration Support from the 
European Union 
ASCC   ASEAN Socio-Cultural Community 
ATIGA  ASEAN Trade in Goods Agreement 
ATR   ASEAN Trade Repository 
ASEAN   Association of South East Asia Nation 
CCCA  Coordinating Committee on the Implementation on the 
CEPT Scheme for AFTA 
CCS   Coordinating Committe on Service  
CEPT   Common Effective Preferential Tariff 
xiv 
 
CEPT-AFTA  Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free 
Trade Area 
CLMV   Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam 
DSB   Dispute Settlement Body 
DSU   Dispute Settlement Understand 
EDSM   Enhanced Dispute Settlement Mechanism  
EPG   Eminent Persons Group 
EU   European Union 
HAM    Hak Asasi Manusia  
HCA   Host Country Agreement 
HKI   Hak atas Kekayaan Intelektual  
HLTF   High Level Task Force  
HLTF- EI  High Level Task Force on Economic Integration 
IAI   Inisiative for ASEAN Integration 
ICJ   International Court f Justice 
ICRC    International Committee of the Red Cross 
IL   Inclusion List 
ILC   International Law Commission 
KTT   Konferensi Tingkat Tinggi 
MI   Mahkamah Internasional 
MPI   Mahkamah Pidana Internasional 
NTBs   Non-Tariff Barriers 
NTMs   Non-tariff Measures 
xv 
 
PBB    Perserikatan Bangsa-Bangsa 
PDB   Produk Domestik Bruto  
Perpres  Peraturan Presiden 
PIS   Sectors Integration Priority  
PMK   Peraturan Menteri Keuangan  
PoA   Plan of Action 
PTA   Preferential Trading Arrangement 
SCPP   Self Certification Pilot Project  
SEATO  Southeast Asia Treaty Organization  
SEOM  Senior Economic Officials Meeting  
SPS   Sanitary and Phytosanitary Measures 
TAC   Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 
TKBJ   Tim Koordinator Bidang Jasa  
ToR   Term of Reference 
UKM   Usaha Kecil dan Menengah 










HALAMAN JUDUL  .................................................................................... i 
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI  ................... ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  ........................................... iii 
HALAMAN PENGESAHAN  ..................................................................... iv 
ABSTRAC ................................................................................................. v 
ABSTRAK  ............................................................................................... vi 
KATA PENGANTAR ............................................................................... vii 
DAFTAR SINGKATAN  .......................................................................... xiii 
DAFTAR ISI  ........................................................................................... xvi 
DAFTAR TABEL  ................................................................................. xviii 
DAFTAR DIAGRAM  ............................................................................ xviii 
 
BAB 1 PENDAHULUAN  
1.1. Latar Belakang  ..............................................................................  1 
1.2. Rumusan Masalah  ....................................................................... 12 
1.3. Tujuan   ......................................................................................... 13 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  
2.1. Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional  ... 14 
2.1.1 Klasifikasi Organisasi Internasional  ................................... 17 
2.1.2 Subjek, Objek, Sumber Hukum Organisasi Internasional  .. 21 
2.1.3 Pembentukan dan Komposisi Organisasi Internasional  .... 22 
2.1.4 Personalitas Yuridik Organisasi Internasional  ................... 24 
2.2. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN   ........................................ 28 
2.3. Basic Instrument ASEAN  ............................................................. 33 
2.3.1 Deklarasi ASEAN  .............................................................. 33 
2.3.2 Dasar Pemikiran Piagam ASEAN  ...................................... 34 
2.4. Perbedaan Soft Law dan Hard Law  ............................................. 37 
BAB 3 METODE PENELITIAN 
3.1. Teknik Pengumpulan Data  ........................................................... 42 
3.2. Lokasi Penelitian  .......................................................................... 42 
3.3. Jenis Data  .................................................................................... 43 
3.4. Sumber Data  ................................................................................ 43 
3.5. Analisis Data  ................................................................................ 44 
BAB 4 PEMBAHASAN 
xvii 
 
4.1. Perkembangan Kerjasama Ekonomi antarnegara Anggota ASEAN 
dalam Bidang Perdagangan Barang  ............................................ 45 
4.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi antarnegara Anggota 
ASEAN  ......................................................................................... 75 
BAB 5 PENUTUP 
5.1. Kesimpulan  .................................................................................. 92 
5.2. Saran ............................................................................................ 94 
 

















Tabel 3.1. Forms of International Legalization  ........................................ 41 
Tabel 4.1. Jumlah Pos Tarif (Produk) dengan Tarif 0% pada 2009 Skema 
CEPT  ...................................................................................................... 69 
Tabel 4.2. Total Perdagangan Indonesia dengan negara Intra-ASEAN 
Periode 2004-2008 (dalam juta US$)  ...................................................... 71 
Tabel 4.3. Neraca Perdagangan Indonesia dengan negara Intra-ASEAN 
Periode 2004-2008 (dalam juta US$)  ...................................................... 72 
 
DAFTAR DIAGRAM 
Diagram 4.1. Tingkat Implementasi AEC Blueprint Periode 1 Januari 2008 








1.1. Latar Belakang 
Sejak berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan runtuhnya 
Uni Soviet pada tahun 1989, terdapat perubahan dalam sistem dan 
organisasi-organisasi internasional1. Hal tersebut menimbulkan banyaknya 
pendapat berkenaan dengan berbagai kemungkinan pola hubungan 
internasional di masa depan yang dapat mempengaruhi tingkah laku 
setiap aktor negara bangsa, baik dalam skala global maupun regional, 
dalam melakukan hubungan internasional. Hubungan internasional 
merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, sebuah bidang 
publik dan dapat bersifat normatif oleh karena keduanya berusaha 
menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri2.  
Hubungan internasional telah menjadi hal penting bagi suatu negara. 
Mengingat pada dasarnya, hubungan internasional terjadi karena adanya 
keinginan antarbangsa untuk mengadakan kerjasama dalam rangka 
memenuhi kebutuhan hidup antarbangsa dan bernegara. Menurut 
Mochtar Kusumaatmadja, hubungan dan kerjasama tersebut ada karena 
kebutuhan  yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan 
                                                           
1
 Richard Crockatt, The End of the  Cold War, (Oxford: Oxford University Press, 1999), 
hlm. 91. 
2
 Wikipedia, Hubungan Internasional, diakses dari 
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hubungan_internasional, pkl. 09.51 wita [5 Oktober 2013]. 
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perkembangan industri yang tidak merata di dunia3. Sehingga, dapat 
dikatakan bahwa seluruh negara di dunia tidak dapat membebaskan diri 
dari keterlibatan bangsa dan negara lain. Adanya saling ketergantungan 
diberbagai bidang kehidupan membuat negara harus terlibat dalam 
hubungan dan kerjasama tersebut. Selain hubungan dan kerjasama antar 
negara, hubungan internasional juga dianggap berperan penting dalam 
rangka membina dan menegakan perdamaian serta ketertiban dunia. 
Hubungan internasional dalam mengadakan hubungan dan 
kerjasama internasional tentunya memerlukan suatu sistem di dalamnya 
demi tercapainya ketertiban dan perdamaian di dunia. Ilmu yang berkaitan 
erat dengan sistem tersebut ialah hukum internasional. Hukum 
internasional merupakan norma-norma yang mengatur hubungan 
antarnegara, organisasi internasional, individu dan aktor lainnya4. Pada 
umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari 
peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur 
hubungan antarnegara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan 
masyarakat internasional. 
Prinsip-prinsip hukum internasional telah ada dan berkembang sejak 
zaman kerajaan. Gamutamasutra misalnya, yang berasal dari abad VI 
sebelum Masehi dan merupakan salah satu karya di bidang hukum tertua 
                                                           
3
 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Bina Cipta, 
1982), hlm. 1. 
4
 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, (Bandung: PT. Alumni, 2011) hlm. 1-5. 
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telah menyebutkan tentang hukum kerajaan5. Hukum bangsa-bangsa 
pada zaman India kuno juga telah mengenal ketentuan yang mengatur 
kedudukan dan hak istimewa diplomat atau utusan raja. Kerjasama antar 
negara sedang berkembang hingga saat ini. Adanya keinginan 
bekerjasama tersebut sebagian besar mencerminkan keinginan negara-
negara berkembang untuk mengelola sumber daya nasionalnya. Salah 
satu tujuannya ialah memperbaiki keseimbangan dalam kerjasama yang 
kurang menguntungkan dengan negara-negara maju. 
Pada era modern ini, negara sebagai salah satu aktor yang berperan 
penting dalam kegiatan hubungan kerjasama tersebut. Walaupun 
demikian, negara bukan hanya merupakan satu-satunya subjek hukum 
internasional. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai perubahan yang 
terjadi di dalam masyarakat internasional. Takhta Suci, Palang Merah 
Internasional atau International Committee of the Red Cross (ICRC), 
individu, dan organisasi internasional merupakan bagian dari subjek 
hukum internasional6. 
Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional 
yang tidak kalah pentingnya setelah negara.  Menurut Boer Mauna, 
organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara 
merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan 
bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri7. Organisasi 
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 Mochtar Kusumaatmadja,  Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT. Alumni, 
2003) hlm. 26-27. 
6
 Ialah pemegang segala hak dan kewajiban dalam lingkup hukum internasional. 
7
 Boer Mauna, Op.cit., hlm. 85. 
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internasional sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria, 
yaitu berdasarkan ruang lingkup, waktu, kegiatan dan bidang sasaran 
yang ingin dicapai, sifat, fungsinya, serta keanggotaannya. 
Pembentukan organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya 
terbagi atas organisasi universal dan tertutup. Organisasi internasional 
yang universal atau disebut juga organisasi internasional global adalah 
organisasi internasional yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara 
tanpa membedakan sistem pemerintahannya atau sistem ekonominya8, 
contohnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sedangkan, organisasi 
tertutup atau lebih dikenal dengan sebutan organsiasi regional merupakan 
organisasi yang dilatarbelakangi oleh lokasi geografis yang berada dalam 
satu wilayah. Organisasi regional memiliki kegiatan yang bersifat regional, 
serta keanggotaannya hanya diberikan kepada negara-negara tertentu 
saja, contohnya Association of South East Asia Nation (ASEAN).  
Association of South East Asia Nation pada hakekatnya (ASEAN) 
merupakan suatu organisasi regional yang tertutup (closed regional 
organization) karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok 
negara-negara lainnya9. Keanggotaan ASEAN hanya negara-negara yang 
termasuk di dalam Kawasan Asia Tenggara. ASEAN telah diakui 
statusnya di dalam hukum internasional baik sebagai organisasi 
internasional maupun organisasi regional oleh karena telah memenuhi tiga 
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 Devyta dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Internasional terhadap 
Intervensi Kemanusiaan North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Kosovo, 2011, hlm. 
16. 
9
 Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, (Bandung : 
Alumni, 1997), hal.83. 
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syarat yaitu adanya aspek konstitutif, aspek yuridis dan sosiologis. Pada 
awal pembentukannya, para wakil dari lima negara pada waktu itu yang 
terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah 
mengadakan pertemuan di Bangkok dan memutuskan untuk membentuk 
ASEAN tanpa perjanjian atau persetujuan yang akan diratifikasi oleh para 
anggotanya melainkan hanya dengan suatu deklarasi yang ditandatangani 
oleh kelima Menteri Luar Negeri. Kemudian, negara lain yang turut 
bergabung pasca pembentukannya, yaitu Brunei Darussalam (7 Januari 
1984), Vietnam (28 Juli 1995), Myanmar (23 Juli 1997), Laos (23 Juli 
1997), dan Kamboja (16 Desember 1998). 
Selain itu, ASEAN juga telah membentuk badan-badan seperti 
Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri (Annual Meeting of Foreign 
Ministers) yang merupakan badan tertinggi ASEAN, yang diadakan secara 
bergiliran di ibukota masing-masing negara anggota. Selanjutnya, 
Standing Committee yang melakukan tugas-tugas ASEAN selama 
antarsidang Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN. Selain itu, terdapat Ad 
Hoc Committees dan Permanent Committees serta Sekretariat Nasional 
yang dibentuk di setiap negara anggota10. 
Kemudian, ASEAN telah memenuhi aspek yuridis mengingat 
pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional telah dilakukan 
dibawah hukum internasional diantaranya yaitu Kuala Lumpur Declaration 
1971, Declaration of the ASEAN Secretariat 1976 dan Treaty of Amity and 





Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976, semuanya adalah 
persetujuan-persetujuan internasional antara kelima negara anggotanya 
yang mengikat secara hukum internasional11. Negara keanggotaan 
ASEAN juga merupakan negara-negara yang merdeka dan memiliki 
kepentingan bersama sejak awal didirikannya, sehingga memenuhi ketiga 
syarat terbentuknya organisasi internasional. 
Sejak awal pendiriannya, organisasi ini bertujuan untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi antarnegara anggota ASEAN melalui 
usaha bersama dalam semangat persamaan dan kemitraan, khususnya 
bidang perdagangan. Dan sejak tahun 1971, ASEAN telah menyadari 
bahwa diperlukan suatu mekanisme guna koordinasi dan pengelolaan 
kerjasama ekonomi yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan 
dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN I dan II di Bali 
pada tahun 1976 dan Kuala Lumpur (1977) yang membahas agar ASEAN 
memperkuat solidaritas politik dalam hubungan kerjasama ekonomi 
dengan menumbuhkan pandangan yang selaras. Lalu, pada KTT ASEAN 
IV yang diadakan di Singapura tahun 1992, telah ditandatangani 
Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Coperation yang 
menjadi dasar terbentuknya kerjasama dalam bidang ekonomi, salah 
satunya yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA). 
ASEAN Free Trade Area (AFTA)  merupakan salah satu bentuk 
upaya ASEAN dalam meningkatkan perekonomian wilayah negara 
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 Bambang Cipto, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, Teropong Terhadap 
Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), hal. 23. 
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anggotanya, dimana kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana bea 
masuk berkisar antara 0-5% dengan tujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dalam bidang perdagangan antarnegara anggota 
ASEAN. AFTA telah diberlakukan secara penuh untuk keenam negara 
ASEAN sejak 1 Januari 2002, lalu Vietnam di tahun 2006, Laos dan 
Myanmar di tahun 2008, serta Kamboja di tahun 2010. AFTA mengikat 
secara hukum, penurunan tarif pun diberlakukan secara resmi, sehingga 
negara-negara anggota ASEAN terikat sesuai dengan perjanjian yang 
telah dibuat. Meskipun mengikat secara hukum,  penyelesaian sengketa 
berkenaan dengan penafsiran atau penerapan dari AFTA pada saat itu 
belum memiliki landasan hukum yang mengikat. Selain itu, dalam 
pelaksanaannya tidak semua negara anggota ASEAN merasakan dampak 
positif dari keberadaan AFTA. Indonesia misalnya, sebagai salah satu 
negara anggota ASEAN, mengalami kerugian akibat keberadaan AFTA 
tersebut. Menurut Hikmahanto Juwana12, seorang Guru Besar Hukum 
Perdagangan Internasional Universitas Indonesia, telah terjadi kesalahan 
penafsiran dan penerapan dari pelaksanaan AFTA ini dimana perusahaan 
asal negara non-ASEAN telah memanfaatkan keberadaan AFTA dengan 
menanamkan modalnya dibeberapa negara ASEAN untuk mengambil 
keuntungan dari bea masuk ke Indonesia yang murah.  
Setelah AFTA, muncul ASEAN-China Free Trade Agreement 
(ACFTA) pada KTT ASEAN-China tanggal 25 November 2000 di 
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Singapura. Dimana pada awal tahun 2010, para pengusaha Indonesia 
mengajukan protes kepada pemerintah dengan alasan bahwa pemerintah 
belum mempersiapkan iklim usaha yang baik untuk pengusaha dalam 
negeri dalam menghadapi ACFTA tersebut sehingga produk dalam negeri 
akan kalah dengan produk China. ASEAN pun telah membentuk beberapa 
peraturan untuk menangani sengketa kerjasama ekonomi yang terjadi 
khususnya dalam bidang perdagangan. Terkait dengan penyelesaian 
sengketa kerjasama ekonomi antarnegara anggota ASEAN telah diatur di 
dalam Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic 
Cooperation Pasal 9, dinyatakan bahwa13: 
“Any differences between the Member States concerning the 
interpretation or application of this agreement or any agreements 
arising thereform shall, as far as possible, be settled amicably 
between the parties. Whenever necessary, an appropriate body shall 
be designated for the settlement or disputes.” 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dibentuklah Protocol on 
Dispute Settlement pada tahun 1996 yang kemudian diubah pada tahun 
2004 dengan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement 
Mechanism. Meskipun penyelesaian sengketa di ASEAN telah diatur 
dalam perjanjian-perjanjian tertentu, selama perjalanannya sebagai 
organisasi regional, mekanisme tersebut tidak pernah diterapkan. 
Padahal, banyak sengketa antarnegara anggota ASEAN yang terjadi. 
Contohnya saja, kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan yang 
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 Hilton Tarnama Putra, Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN: Lembaga 
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9 
 
terjadi antara Indonesia dengan Malaysia yang telah muncul sejak tahun 
1969 dimana kedua pihak lebih memilih untuk menyelesaikannya di 
International Court of Justice (ICJ). Begitu pula dengan kasus sengketa 
atas Kuil Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand, kedua pihak pun 
sepakat untuk menyelesaikannya di ICJ. 
Negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam suatu sengketa 
lebih memilih untuk menggunakan lembaga lain di luar mekanisme 
institusional yang terdapat di dalam ASEAN14. Selain itu, pada masa awal 
didirikannya, pilar dasar organisasi ini belum diperkuat oleh hukum.  Unsur 
non-hukum yang lebih mendominasi ASEAN itu sendiri dilihat berdasarkan 
perjanjian yang menjadi landasan dibentuknya suatu perjanjian baru, 
misalnya saja perjanjian yang berkaitan dengan dispute settlement. 
Kesadaran akan dispute settlement telah ada di tahun 1971 yang 
tertuang dalam Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality 
kemudian dilanjutkan dalam Declaration of ASEAN Concord 1976 dimana 
negara anggota berkomitmen untuk melaksanakan settlement of intra-
regional disputes. Atas dasar kedua deklarasi tersebut, dibentuklah tiga 
mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa di ASEAN yaitu Treaty of 
Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) 1976, Protocol on Dispute 
Settlement Mechanism 1996 dan Protocol for Enhanced Dispute 
Settlement 2004. Ketiga mekanisme tersebut masih lemah dengan melihat 
Deklarasi ASEAN 1967 sebagai landasan hukum terbentuknya instrumen 
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tersebut. Meskipun menurut Article 2 Vienna Convention on the Law of 
Treaties 1969 tidak dibedakan pengertian antara istilah-istilah perjanjian 
internasional yang digunakan, namun pada praktiknya penggunaan istilah-
istilah perjanjian internasional selalu dibedakan. Berdasarkan pengertian 
menurut J. G. Starke15, deklarasi merupakan suatu instrumen perjanjian 
yang tidak formal yang berisi beberapa pernyataan atau prinsip yang 
harus dihormati oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Definisi 
deklarasi juga tertuang dalam Bab Penjelasan Undang-undang Nomor 24 
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menjelaskan bahwa 
deklarasi merupakan suatu perjanjian dan berisikan ketentuan-ketentuan 
umum serta lebih memuat tentang komitmen politis daripada ketentuan 
prosedur yang bersifat formal16.  
Menghadapi permasalahan tersebut, maka kesepuluh negara 
anggota mengupayakan penguatan ASEAN dengan menyusun ASEAN 
Charter di tahun 2006, mengingat charter merupakan himpunan peraturan 
yang ditetapkan oleh persetujuan internasional yang dapat digunakan 
untuk menciptakan suatu hukum internasional yang baru17. Sebagian 
pihak menyatakan bahwa ASEAN akan lebih diperhitungkan pasca 
Piagam, dengan adanya ASEAN Charter ini diharapkan negara anggota 
ASEAN akan lebih memilih ASEAN untuk menyelesaikan sengketa-
sengketa yang ada. Namun demikian sebagian pihak yang lain juga 
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 I Wayan Parthiana, Perjanjian Internasional Bagian I, (Bandung: Mandar Maju, 
2006), hlm. 29. 
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 Muhammad Ashri, Hukum Perjanjian Internasional dari Pembentukan hingga Akhir 
Berlakunya, (Makassar: Arus Timur, 2012), hlm. 18. 
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 Op.cit., hlm. 31. 
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menyatakan keraguannya bahwa tidak banyak perubahan yang dibawa 
oleh piagam tersebut yang akan tetap seperti sebelumnya, tidak memiliki 
wewenangan untuk menindak negara anggota yang melakukan 
pelanggaran hukum internasioal. Meskipun pada awal pembentukannya 
sebagian pihak ragu terhadap ASEAN Charter, pada akhir tahun 2008 
kesepuluh negara anggota telah meratifikasinya sebagai syarat dapat 
diberlakukannya piagam tersebut. 
Berlakunya Piagam ASEAN, akan merubah ASEAN dari suatu 
asosiasi politik menjadi rule-based organization dan memiliki legal 
personality atau personalitas yuridik. Interaksi negara-negara Asia 
Tenggara berlandaskan pada Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration 
yang pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik (political 
statement) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota 
maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi. Sedangkan, ASEAN 
Charter merupakan dokumen konstitusional yang memuat tentang norma-
norma, penegasan tentang kedaulatan, hak, kewajiban dan sejumlah 
kekuasaan dalam proses legislatif, eksekutif dan yudisial. ASEAN Charter  
juga menegaskan bahwa negara-negara anggota mampu mengadopsi 
nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Dalam hal 
pengambilan keputusan, ASEAN tetap menggunakan cara konsensus dan 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN menjadi tempat tertinggi 
pengambilan keputusan jika konsensus tidak tercapai atau jika sengketa 
di antara negara anggotanya terjadi. Sengketa wajib diselesaikan secara 
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damai sesuai dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia 
Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/ TAC). Oleh 
karena itu efektivitas ASEAN Charter bagi ASEAN sebagai organisasi 
internasional dapat dipandang dari kepatuhan dan kesediaan negara-
negara anggota ASEAN untuk menerapkan ASEAN Charter dan hal-hal 
yang diatur dalam TAC. 
Berlakunya ASEAN Charter, telah menjadikan ASEAN sebagai 
organisasi yang berlandaskan hukum. ASEAN Charter menjadi suatu 
mekanisme untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. 
Bagaimana prospek dan tantangan implementasi ASEAN Charter  pasca 
kurang lebih lima tahun pemberlakuannya sangatlah menarik kiranya 
untuk dikaji, khususnya terkait dengan hubungan kerjasama ekonomi 
dalam bidang perdagangan barang antarnegara kawasan ASEAN.  Hal 
inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis masalah ini dengan 
judul IMPLIKASI ASEAN CHARTER 2007 TERHADAP HUBUNGAN 
KERJASAMA EKONOMI ANTARNEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM 
BIDANG PERDAGANGAN BARANG. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 
pokok permasalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perkembangan hubungan kerjasama ekonomi 
antarnegara anggota ASEAN, dalam bidang perdagangan barang, 
hingga berlakunya ASEAN Charter 2007? 
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi 
antarnegara anggota ASEAN berdasarkan ASEAN Charter 2007? 
  
1.3. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui perkembangan hubungan kerjasama ekonomi 
antarnegara  anggota ASEAN, dalam bidang perdagangan, hingga 
berlakunya ASEAN Charter 2007. 
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi 















2.1. Organisasi Internasional sebagai Subjek Hukum Internasional 
Pemahaman mengenai batasan hukum organisasi internasional tidak 
dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan organisasi internasional itu 
sendiri yang sudah lama timbul sejak beberapa negara mengadakan 
hubungan internasional. Melalui organisasi internasional, negara-negara 
akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan negara 
dan bersama terkait dengan bidang kehidupan internasional yang sangat 
luas. Terkait dengan bidang kehidupan internasional tersebut, maka 
diperlukanlah peraturan-peraturan internasional agar kepentingan masing-
masing negara dapat terjamin. 
Sejak pertengahan abad ke-17, perkembangan organisasi 
internasional bukan hanya diwujudkan dalam berbagai konferensi 
internasional yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan, tetapi 
lebih dari itu. Organisasi internasional telah melembaga dalam berbagai 
variasi dari komisi (commission), serikat (union), dewan (council), liga 
(league), persekutuan (association), perserikatan bangsa-bangsa (united 
nations), persemakmuran (commonwealth), masyarakat (community), 
kerjasama (cooperation) dan lainnya18.  
Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum 
internasional sudah tidak diragukan lagi saat ini. Berdasarkan Pasal 2 ayat 
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(1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969, 
organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah. Penekanan 
pada aspek antarpemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan 
antara organisasi antara pemerintah (inter-governmental organization) dan 
organisasi non-pemerintah (non-governmental organization)19. Sedangkan 
organisasi internasional menurut pandangan Sefriani adalah suatu 
organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara 
atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi20.  
Berdasarkan aspek hukumnya, organisasi internasional lebih 
terfokus pada masalah-masalah konstitusional dan prosedural antara lain 
seperti wewenang dan pembatasan-pembatasan (restrictions), baik 
terhadap organisasi internasional itu sendiri ataupun anggotanya 
sebagaimana termuat dalam ketentuan-ketentuan instrumen dasarnya. 
Misalnya saja, suatu organisasi internasional menghadapi maslah-
masalah potensial yang berhubungan dengan sifat hukumnya yang 
mendasar (basic legal characteristic), organisasi tersebut dapat bertindak 
sebagai badan pembuat hukum internasional dalam berbagai instrumen 
hukum (treaty making power). 
Selain itu, JG Starke berpendapat bahwa praktek internasional 
dalam beberapa tahun terakhir ini telah memperluas jangkauan atas 
masalah-masalah yang jauh melampaui negara semata-mata. Dalam 
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 Boer Mauna, Op.cit., hlm. 42. 
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advisory opinion, Mahkamah Internasional (MI) secara tegas menyatakan 
bahwa, 
Tentu saja tidak sama halnya dengan suatu negara, atau bahwa 
personalitas dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum sama 
sebagaimana yang dimiliki suatu negara. Artinya adalah bahwa 
organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional dan 
mampu mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, 
dan bahwa organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk 
mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan 
internasional21. 
 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional sebagai 
badan hukum memiliki tiga karakteristik formal, yaitu22: 
1. Berdasarkan fungsi, bermakna bahwa organisasi internasional 
pada faktanya dibentuk dan diartikan berdasarkan fungsi 
dibandingkan wilayah. 
2. Sentralisasi, menunjukkan tingkat sentralisasi, atau vertikal 
dinamis, yang menampilkan setiap organisasi internasional 
terhadap tatanan hukum internasional secara umum. 
3. Transparansi, akhirnya adalah sebuah kondisi dimana organisasi 
antar-pemerintah dalam hukum internasional secara umum, 
berbeda dengan kedua karakteristik yang lain. 
Sumaryo Suryokusumo, dalam bukunya, menerangkan urgensi dari 
organisasi internasional yang diperlukan dalam rangka kerjasama, 
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 J.G. Starke 1, Pengantar Hukum Internasional 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 
hlm. 85. 
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 Sri Rahayu dalam skripsi yang berjudul Peran ICRC terhadap Pemajuan dan 
Penghormatan HAM di Indonesia, 2012, hlm. 35. 
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menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan 
serta memecahkan persoalan internasional secara bersama-sama23. 
Adapun ciri-ciri organisasi internasional menurut Leroy Bennet 
adalah organisasi yang bersifat tetap dan berkelanjutan, keanggotaannya 
bersifat sukarela, memiliki instrumen (anggaran) dasar yang menyatakan 
tujuan, struktur, serta metode dari organisasi tersebut. Memiliki organ 
yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota, dan memiliki 
sekretariat tetap untuk melaksanakan fungsi administrasi, riset dan 
informasi24. 
2.1.1 Klasifikasi Organisasi Internasional 
Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan 
beberapa kriteria, yaitu berdasarkan ruang lingkup, waktu, 
keanggotaan, kegiatan dan bidang sasaran yang ingin dicapai, sifat, 
serta fungsinya. 
Organisasi internasional berdasarkan ruang lingkupnya terbagi 
menjadi organisasi internasional publik (public international 
organization) dan organisasi internasional privat (private international 
organization). Organisasi internasional publik adalah organisasi 
internasional yang anggotanya adalah negara-negara (inter-
governmental organization)25. Sedangkan organisasi internasional 
privat adalah organisasi internasional yang dimana anggotanya 
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 Sumaryo Suryokusumo, Op.cit., hlm. 10. 
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 Devyta, Op.cit., hlm.16. 
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 Ibid, hlm. 18. 
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bukan merupakan perwakilan resmi dari negaranya atau bukan 
organisasi yang dibentuk antarpemerintah26. Ini berarti bahwa 
organisasi-organisasi internasional privat dicakup oleh hukum privat 
dan bukan hukum publik. Hukum privat yang dimaksud adalah 
hukum privat dari suatu negara sehingga organisasi internasional 
privat tersebut tunduk pada hukum nasional. Sebaliknya, hukum 
internasional publik tunduk pada hukum internasional. 
Organisasi internasional berdasarkan waktunya terbagi atas 
organisasi permanen dan tidak permanen. Perbedaan antara 
organisasi internasional permanen dan tidak permanen dapat diilihat 
dari jangka waktu berdirinya organisasi internasional tersebut. 
Organisasi internasional yang permanen adalah organisasi 
internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, 
misalnya PBB. Sebaliknya, organisasi internasional yang tidak 
permanen adalah organisasi internasional yang jangka waktunya 
telah ditetapkan, atau apabila tujuan dari organisasi tersebut telah 
tercapai27. 
Pembentukan organisasi internasional berdasarkan 
keanggotaannya terbagi atas organisasi universal dan tertutup. 
Organisasi internasional yang universal atau disebut juga organisasi 
internasional global adalah organisasi internasional yang 
keanggotaannya terdiri dari negara-negara tanpa membedakan 







sistem pemerintahannya atau sistem ekonominya28.  Sedangkan 
organisasi internasional terbatas merupakan organisasi internasional 
yang keanggotaannya didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu 
negara-negara yang mempunyai nilai-nilai yang sama. Organisasi 
terbatas ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu29: 
a. Organisasi regional, organisasi yang dilatarbelakangi oleh 
lokasi geografis yang berada dalam satu wilayah. Organisasi 
regional memiliki kegiatan yang bersifat regional, serta 
keanggotaannya hanya diberikan kepada negara-negara 
tertentu saja, contohnya ASEAN. 
b. Organisasi fungsional, organisasi yang bertujuan 
melaksanakan kerja sama dalam bidang tertentu. Contohnya 
organisasi negara-negara pengekspor minyak. 
 
Pembentukan organisasi internasional berdasarkan kegiatan 
dan bidang sasaran yang ingin dicapai terbagi atas organisasi politik 
dan organisasi teknis. Organisasi politik adalah organisasi 
internasional yang memiliki lapangan kerja yang luas dan bertujuan 
untuk mencapai sasaran, seperti PBB. Sedangkan organisasi teknik 
adalah organisasi internasional yang mempunyai wewenang tertentu, 
seperti badan-badan khusus PBB30. 
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Pembentukan organisasi internasional berdasarkan sifatnya 
terbagi atas organisasi supranasional dan koordinatif. Organisasi 
koordinatif artinya negara-negara anggota memiliki kewenangan 
yang sejajar. Sedangkan, organisasi supranasional mempunyai 
kewenangan membuat keputusan atau mengeluarkan peraturan 
yang langsung mengikat negara anggota, bahkan ada yang langsung 
mengikat individu dari negara anggotanya atau perusahaan di 
negara anggota31. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 
organisasi supranasional, yaitu: 
a. Keputusan organisasi mengikat negara-negara. 
b. Alat perlengkapan yang berwenang mengambil keputusan tidak 
seluruhnya tergantung pada kerja sama seluruh anggota. 
c. Organisasi mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan 
yang langsung mengikat penduduk negara anggota. 
d. Organisasi harus mempunyai kewenangan untuk memaksakan 
keputusannya. Pelaksanaan keputusan bahkan tanpa kerja 
sama dengan pemerintah nasional negara anggota. Parlemen 
dan badan peradilan nasional boleh memaksa pemerintahnya 
untuk memenuhi kewajibannya terhadap organisasi 
internasional tersebut. 
e. Keuangan organisasi bersifat otonom. Keuangan organisasi 
berasal dari dana yang dibayar oleh para negara anggota. 





f. Penarikan diri secara unilateral. 
Pembentukan organisasi internasional berdasarkan fungsinya 
terbagi atas fungsi peradilan (judicial institution) contohnya 
Mahkamah Pidana Internasional (MPI), fungsi administratif 
(administrative institution) contohnya Persatuan Telekomunikasi 
Internasional, dan fungsi serba guna (comprehensive) contohnya 
PBB32. 
2.1.2 Subjek, Objek dan Sumber Hukum Organisasi Internasional 
Organisasi internasional sebagai subjek dalam arti yang luas 
dimaksudkan bukan hanya organisasi yang dibentuk oleh negara-
negara (public international organization), tetapi juga yang dibentuk 
oleh badan-badan non-pemerintahan (private international 
organization)33. Sedangkan objek hukum organisasi internasional 
meliputi negara, baik itu sebagai anggota organisasi internasional 
maupun bukan34. Negara sebagai objek hukum organisasi 
internasional menyangkut hak kedaulatannya. Kedaulatan suatu 
negara mengandung arti bahwa negara tersebut memiliki kapasitas 
penuh untuk bertindak di tingkat internasional. Negara berdaulat 
dapat mengambil tindakan apapun selama tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip hukum internasional ataupun instrumen pokok 
dari organisasi internasional tempat negara tersebut menjadi 
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anggota. Adapun sumber hukum organisasi internasional terdiri 
atas35: 
a. Sebagai kenyataan historis tertentu. Kebiasaan internasional 
yang telah lama dilakukan dan telah diakui sebagai sumber 
hukum organisasi internasional. Contohnya yaitu pada sejarah 
pembentukan PBB, lima tahun masa jabatan Sekertaris 
Jenderal PBB merupakan salah satu kebiasaan internasional . 
b. Instrumen pokok organisasi internasional dan memerlukan 
ratifikasi dari seluruh anggotanya. Contohnya Deklarasi ASEAN 
dan Piagam ASEAN. 
c. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai peraturan tata cara 
organisasi internasional, termasuk pula mekanisme pada 
organisasi tersebut. Contohnya salah satu peraturan dalam 
PBB yaitu Rules of Procedure of the Economic and Social 
Council 1975. 
d. Hasil-hasil yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang 
wajib dilaksanakan oleh para anggotanya. Hasil tersebut dapat 
berbentuk resolusi, keputusan, dan rekomendasi. 
 
2.1.3 Pembentukan dan Komposisi Organisasi Internasional 
Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi 
internasional maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu 
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instrumen yuridik atau disebut dengan akte konstitutif. Keharusan 
adanya perjanjian multilateral yang merupakan bentuk dari akte 
konstitutif merupakan manifestasi kehendak negara-negara yang 
memberikan kesepakatan atas lahirnya suatu pelaku hukum yang 
kegiatannya dapat berdampak terhadap isi ataupun pelaksanaan 
wewenang masing-masing negara anggota. 
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Konvensi Wina 
tentang Hukum Perjajian 1969 hanya mendefinisikan organisasi 
internasional sebagai organisasi antarpemerintah. Jelas bahwa 
traktat konstitutif organisasi internasional hanya terbuka untuk 
negara. Akan tetapi, tidak ada pula yang melarang organisasi-
organisasi internasional untuk menerima entitas lain yang non-
negara. Hal tersebut dapat terjadi pada wilayah-wilayah yang belum 
memiliki pemerintahan sendiri. Sesuai dengan apa yang tercantum 
pada Pasal 1 ayat 2 Pakta Liga Bangsa-bangsa yang membolehkan 
any fully self-governing State, dominion or colony menjadi anggota 
dari suatu organisasi internasional36. 
Lalu, mengenai status keanggotaan, terdapat beberapa rezim 
yuridik. Negara-negara yang merupakan pihak pada akte konstitutif 
memiliki status keanggotaan dari organisasi, sedangkan negara 
lainnya hanya berstatus sebagai associate atau observer. Associate 
tidak memiliki hak dalam pemberian suara, sedangkan observer 
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pada umumnya hanya dapat ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi 
jika menyangkut kepentingannya37. 
Sehubungan dengan kriteria penerimaan, pada umumnya tidak 
menimbulkan permasalahan bagi suatu organisasi yang bersifat 
universal. Negara yang ingin menjadi anggota cukup menyampaikan 
maksudnya melalui prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi, 
dalam hal lain, kriteria penerimaan anggota baru biasanya ditetapkan 
dalam piagam konstitutif yang mendirikan suatu organisasi 
internasional tersebut. Kemudian, terkait dengan penarikan diri dari 
organisasi internasional itu sendiri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan 
yang terdapat dalam piagam konstitutif organisasi tersebut. Dalam 
hal ini, negara yang ingin menarik diri harus menghormati ketentuan-
ketentuan umum mengenai penarikan diri yang dikodifikasi di dalam 
Pasal 54 dan 56 Hukum Perjanjian 1969. 
2.1.4 Personalitas Yuridik Organisasi Internasional 
Suatu organisasi internasional permanen dan bukan suatu 
konferensi internasional, tidak mungkin melakukan tugasnya dengan 
baik dan lancar tanpa dilengkapi dengan personalitas hukum yang 
merupakan salah satu unsur pokok dari organisasi internasional. 
Dengan dilengkapi dengan personalitas hukum, organisasi-
organisasi internasional akan menjadi subjek aktif hukum 





internasional terutama dalam melaksanakan kecakapan hukum 
internasionalnya disamping negara sebagai subjek utama. 
Perjanjian untuk membentuk suatu organisasi internasional 
pada hakikatnya merupakan instrumen serta sumber hukum pokok 
bagi suatu organisasi. Personalitas hukum ini mutlak ada, guna 
melaksanakan fungsi hukumnya seperti membuat kontrak. 
Personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum internasional 
lebih terkait kepada keistimewaan dan kekebalan organisasi 
internasional. 
Pada pasal 104 Piagam PBB secara tegas memberikan dasar 
hukum bahwa PBB di negara-negara anggota dapat menikmati 
kapasitas yuridik yang perlu bagi pelaksanaan fungsinya dan untuk 
mencapai tujuan-tujuannya. Demikianlah, semenjak berdirinya PBB 
di tahun 1945, kapasitas yuridik ini telah menjadi hukum positif bagi 
organisasi-organisasi internasional. Seperti dalam Pasal 211 Treaty 
of European Community. 
Dari uraian tersebut maka personalitas hukum organisasi 
internasional dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu 
personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum negara dimana 
negara tersebut menjadi tuan rumah atau markas besar organisasi 
internasional (terkait dengan hukum nasional), dan personalitas 
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hukum dalam kaitannya dengan negara-negara atau subjek hukum 
internasional lainnya (terkait dengan hukum internasional)38. 
Personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum nasional 
dapat dilihat khususnya apabila sebuah organisasi internasional 
akan mendirikan sekretariat tetap ataupun markas besar organisasi 
tersebut melalui headquarters agreement. Contohnya, headquarters 
agreement yang dibuat oleh PBB dengan Amerika Serikat, Belanda, 
Swiss, dan Austria; ASEAN dengan Indonesia. Pada umumnya 
headquarters agreement mengatur mengenai keistimewaan dan 
kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh pejabat sipil internasional, 
pembebasan pajak, dan lainnya39. 
Personalitas yuridik dalam kaitannya dengan hukum 
internasional dapat diartikan bahwa organisasi internasional memiliki 
hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan 
kewajiban ini antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan 
dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda-benda 
bergerak, mempunyai kekebalan (immunity), dan hak-hak istimewa 
(privileges). Permasalahan mengenai personalitas yuridik yang 
dimiliki oleh organisasi internasional, pertama kali mencuat pada 
kasus Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United 
Nations (Reparation for Injuries Case). Dengan munculnya kasus ini, 
                                                           
38
 Ibid, hlm. 46-50. 
39




personalitas yuridik yang dimiliki oleh organisasi internasional 
menjadi tidak diragukan lagi40. 
Personalitas hukum dari sesuatu organisasi internasional dalam 
kaitannya dengan hukum internasional memiliki kapasitas untuk 
melakukan prestasi hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain 
maupun dengan negara-negara anggotanya, termasuk kesatuan 
(entity) lainnya. Akan tetapi, personalitas organisasi internasional 
dibatasi oleh prinsip spesialitas yang berarti bahwa suatu organisasi 
internasional hanya dapat melaksanakan kapasitas yuridik yang 
dimilikinya dalam batasan dan untuk tujuan yang telah ditetapkan 
oleh piagam konstitutif organisasi yang bersangkutan. Sehingga, 
personalitas yuridik suatu organisasi internasional adalah bersifat 
fungsional. Kemudian, untuk mencegah atas kemungkinan campur 
tangan organisasi internasional terhadap wewenang negara maka 
prinsip spesialitas tersebut dirasa sangatlah perlu.  
Adapun mengenai syarat-syarat untuk menetapkan apakah 
suatu organisasi internasional dapat memiliki personalitas yuridik 
tersebut telah dibahas oleh Komisi Hukum Internasional atau 
International Law Commission (ILC) pada tahun 1987 dalam 
“Laporan Komisi Hukum Internasional tentang Hubungan antara 
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Negara dan Organisasi Internasional, dalam Buku Tahunan Komisi 
Hukum Internasional41” yang berpendapat bahwa, 
a. International organization shall enjoy legal personality under 
international law and under the internal law of their member 
states. They shall have the capacity, to the extent compatible 
with the instrument establishing them, to: 
 
• Contract 
• Acquire and dispose of movable and immovable 
• Institute legal proceedings 
 
b. The capacity of an international organization to conclude 
treaties is governed by the relevant rules of that organization. 
 
 
2.2. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN 
Pada poin-poin sebelumnya, telah dibahas secara umum mengenai 
organisasi internasional. Selanjutnya, pada poin ini akan dibahas lebih 
lanjut tentang Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang 
merupakan salah satu contoh organisasi di tingkat regional. Organisasi ini 
didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui 
penandatanganan Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) atau lebih 
sering disebut dengan Deklarasi ASEAN (ASEAN Declaration). Negara-
negara Asia Tenggara yang menandatangani deklarasi tersebut ialah 
Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri-Adam Malik, Wakil 
Perdana Menteri Malaysia-Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri 
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Filiphina-Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura-S. Rajaratnam, 
dan Menteri Luar Negeri Thailand-Thamat Khoman42. 
Pada awal didirikannya, organisasi ini bertujuan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah dan 
membentuk kerjasama diberbagai bidang. Sasaran dan tujuan utama 
yang hendak dicapai ASEAN adalah memajukan kerjasama ekonomi 
antarnegara anggota ASEAN melalui usaha-usaha bersama dalam 
semangat persamaan dan kemitraan (equality and partnership). KTT 
ASEAN I dan II di Bali (1976) dan Kuala Lumpur (1977) menghendaki 
agar ASEAN memperkuat solidaritas politik dalam hubungan kerjasama 
ekonomi dengan menumbuhkan pandangan yang selaras, posisi 
terkoordinasi dan mengambil tindakan bersama manakala mungkin 
dipandang lebih baik43. 
Sejak tahun 1971 telah disadari bahwa ASEAN memerlukan suatu 
mekanisme yang lebih baik untuk tugas-tugas koordinasi, konsultasi, 
penjadwalan pelaksanaan proyek, pemantauan, evaluasi dan aspek lain 
pengelolaan kerjasama ekonomi. Pada sidang Senior Officials of Planning 
Agencies  yang dilaksanakan tanggal 29-30 Maret 1973 di Singapura, 
Indonesia mengemukakan bahwa perlu adanya mekanisme efektif untuk 
mencapai pengelolaan kerjasama ekonomi yang baik44. Melalui gagasan 
tersebut, pemerintah Indonesia menginginkan agar Sidang Menteri diubah 
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menjadi Dewan Menteri. Akan tetapi, usul tersebut tidak mendapat 
dukungan dari negara anggota lainnya. 
Kemudian, ASEAN mengalami kemajuan di bidang politik dan 
ekonomi seperti dengan disepakatinya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas 
dan Netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ 
ZOPFAN) yang ditandatangani pada tahun 1971. Negara-negara di Asia 
Tenggara lainnya pun terdorong untuk bergabung ketika kelima negara 
pendiri ASEAN menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty 
of Amity and Cooperation/TAC) yang menjadi landasan bagi negara-
negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Negara-negara 
tersebut ialah Brunei Darussalam yang resmi bergabung pada tanggal 7 
Januari 1984, Vietnam pada tanggal 29-30 Juli 1995, Laos dan Myanmar 
pada tanggal 23-28 Juli 1997, serta Kamboja yang menyusul pada tanggal 
30 April 1999. 
Latar belakang terbentuknya ASEAN ini dengan melihat sejarah 
kelima negara anggota pendiri ASEAN, antara lain45: 
1. Singapura dan Malaysia yang pernah dijajah oleh Inggris. 
2. Filiphina yang pernah dijajah oleh Jepang dan Amerika Serikat. 
3. Thailand yang terikat dalam organisasi  pertahanan dan 
keamanan Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) di tahun 
1954. 
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4. Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda selama tiga setengah 
abad. 
Sehubungan dengan keadaan negara-negara anggota tersebut, 
bentuk kerjasama untuk kawasan ini harus dilandasi dengan faktor khusus 
yang menjadi landasan sehingga ASEAN dapat berkembang sebagai 
organisasi regional yang efektif. Pada tahap awal, bentuk kerjasama 
ASEAN bergerak dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Adapun faktor-
faktornya ialah sebagai berikut: 
1. Bidang kerjasama ekonomi dan kebudayaan memiliki unsur 
persamaan yang lebih banyak dibandingkan dengan unsur lainnya 
yang bersifat politik dan militer. 
2. Pengalaman di masa lampau, seperti pada pengalaman 
kerjasama regional SEATO, yang oleh karena perbedaan orientasi 
politik dan pertahanan-keamanan negara anggotanya 
menyebabkan terhambatnya organisasi tersebut. 
3. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tidak terikat 
oleh suatu ideologi dan politik negara manapun. 
4. Kelima negara anggota ASEAN sepakat bahwa ancaman yang 
akan dihadapi adalah subversi46 dan infiltrasi47, bukan suatu 
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agresi yang bersifat terbuka. Sehingga, senjata yang paling 
ampuh dalam hal ini ialah stabilitas dan pembangunan ekonomi. 
5. Persekutuan militer hanya akan menarik oposisi dan menimbulkan 
suatu situasi dimana dunia dibagi dalam kawan dan lawan. 
Selanjutnya, dengan disahkannya keputusan untuk membentuk 
sekretariat tetap ASEAN di Jakarta, maka ASEAN memiliki wadah untuk 
menampung kemauan politik dari masing-masing negara anggota. Pada 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-1 ASEAN di Bali 1976, para Menteri 
Luar Negeri ASEAN menandatangani Persetujuan Pembentukan 
Sekretariat ASEAN (Agreement on the Establishment of the ASEAN 
Secretariat) dan mulai berfungsi sejak tanggal 7 Juni 197648. 
Pada awalnya, sekretariat ini berfungsi sebagai badan administratif 
yang membantu koordinasi kegiatan ASEAN serta menyediakan jalur 
komunikasi antarnegara ASEAN. Akan tetapi, seiring perkembangannya, 
para Menteri Luar Negeri ASEAN mengamandemen persetujuan tentang 
Sekretariat ASEAN melalui sebuah protokol di Manila tahun 1992. 
Protokol tersebut menaikan status Sekretariat Jenderal sebagai pejabat 
setingkat menteri dan memberikan mandat tambahan untuk memprakasai, 
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2.3. Basic Instrument ASEAN  
2.3.1. Deklarasi ASEAN (ASEAN Declaration) 
Deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN menandai berdirinya 
suatu organisasi di kawasan Asia Tenggara. Keanggotaan ASEAN 
menurut deklarasi ini dinyatakan bahwa49, 
“...that the association is open participation to all States in the 
South East Asian region subscribing to the aforementioned 
aims, principles and purposes”. 
 
Pada dasarnya, misi  yang akan diperjuangkan ASEAN adalah 
untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dalan suasana penuh 
rasa persahabatan, kedamaian dan kemakmuran. Dan untuk 
mencapai misi tersebut, dibuatlah maksud dan tujuan ASEAN 
didirikan yang rumuskan dalam Deklarasi ASEAN, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
1. To accelerate the economic growth, social progress and 
cultural development in the region trough joint endeavours in 
the spirit of equality and partnership in order to strenghthen 
the foundation for a prosperous and peaceful community of 
South East Asian Nations; 
2. To promote regional peace and stability through abinding 
respect for justice and the rule of law in the relationship 
among countries of the region and adherence to the 
principles of the United Nations Charter; 
3. To promote active collaboration and mutual assistance on 
matters of common interest in the economic, social, cultural, 
technical, scientific and administrative fields; 
4. To provide assistance to each other in the form of training 
and research facilities in the educational, profesional, 
technical and administrative spheres; 
5. To collaborate mare effectively for the greater utilization of 
their agriculture and industries, the expansion of their trade 
including the study of the problems of international 
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commodity trade, the improvement of their transportation and 
communication facilities and the raising of the living 
standards of their peoples; 
6. To promote South East Asian Studies; 
7. To maintain close and beneficial cooperation with existing 
international and regional organization with similar aims and 
purposes, and explore all evenues for even closer 
cooperation among themselves. 
 
2.3.2. Dasar Pemikiran Piagam ASEAN (ASEAN Charter) 
Penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan 
disepakatinya Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan 
Piagam ASEAN (Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of 
ASEAN Charter) pada KTT ASEAN ke-11. Setelah melewati 
perundingan yang panjang, pada KTT ASEAN ke-13 tanggal 20 
November 2007 di Singapura, negara-negara anggota ASEAN 
menandatangani Piagam ASEAN50. Piagam ini terdiri atas 
Mukadimah, tiga belas bab, lima puluh lima pasal, dan lampiran-
lampiran yang menegaskan kembali diberlakukannya semua nilai, 
prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN.  
Selanjutnya, agar piagam ini dapat berlaku maka kesepuluh 
negara ASEAN perlu meratifikasi dan menyampaikan pemberitahuan 
kepada Sekretariat ASEAN. Indonesia sendiri merupakan negara ke-
9 yang menyampaikan instrumen ratifikasinya melalui Undang-
undang Nomor 38 Tahun 2008. Kemudian, tiga puluh hari setelah 
penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam ASEAN mulai 
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berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Dalam piagam tersebut, 
terdapat lima prioritas kegiatan untuk mempersiapkan transformasi 
ASEAN yaitu Penyusunan Kerangka Acuan atau Term of Reference 
(ToR) Pembentukan Perutusan Tetap untuk ASEAN (Permanent 
Representatives to ASEAN), Penyusunan Aturan dan Prosedur 
Dewan Koordinasi ASEAN dan Dewan Komunitas ASEAN (Rules 
and Procedures ASEAN Coordinating Council and ASEAN 
Community Councils), Penyusunan Protokol Tambahan tentang 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Supplementary Protocols on 
Dispute Settlement Mechanism), Penyusunan Perjanjian Negara 
Tuan Rumah atau Host Country Agreement (HCA), dan Penyusunan 
ToR pembentukan Badan Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN. 
Adapun tujuan ASEAN tertuang dalam Piagam ASEAN adalah 
sebagai berikut51: 
1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan 
stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi 
pada perdamaian di kawasan. 
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan 
kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya 
yang lebih luas. 





3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas 
Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata 
pemusnah massal. 
4. Menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN 
hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan 
yang adil, demokratis dan harmonis. 
5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, 
makmur, kompetitif dan terintegrasi secara ekonomis melalui 
fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi. 
6. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di 
ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal-balik. 
7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan 
yang baik dan aturan hukum, memajukan, serta melindungi 
HAM dan kebebasan fundamental dengan memperhatikan 
hak dan kewajiban dari negara-negara anggota ASEAN. 
8. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan 
menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-
negara dan tantangan lintas-batas. 
9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin 
perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya 
alam berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan 
kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi. 
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10. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerjasama 
yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran 
sepanjang hayat. 
11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak 
bagi negara-negara anggota ASEAN. 
12. Memperkuat kerjasama dalam membangun lingkungan yang 
aman dan terjamin bebas dari narkotika. 
13. Memajukan ASEAN yang berorientasi pada rakyat negara-
negara anggota ASEAN. 
14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan 
kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya 
dan warisan kawasan. 
15. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN 
sebagai kekuatan penggerak utama dalam bekerjasama 
dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang 
terbuka dan transparan. 
 
2.4. Perbedaan Soft Law dan Hard Law 
Perjanjian berperan sangat signifikan di dalam hukum internasional. 
Selain sebagai sumber hukum formil, perjanjian juga mencantumkan hak 
dan kewajiban masing-masing subyek hukum.  Oleh karena itu, untuk 
meneguhkan komitmen dalam sebuah relasi, saat ini negara-negara lebih 
banyak untuk memformulasikanya dalam bentuk perjanjian, termasuk 
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ketika memutuskan untuk bekerjasama dalam sebuah organisasi, 
asosiasi, ataupun rezim tertentu. 
Pilihan bentuk perjanjian dalam hukum internasional dewasa ini 
dapat dibagi dua yaitu bentuk hard law atau soft law. Dalam literatur 
hukum internasional, argumentasi perbedaan antara kedua bentuk 
perjanjian tersebut masih menjadi perdebatan. Secara sederhana hard 
law diartikan sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat secara 
hukum, sedangkan soft law hanya mengikat secara moral. Untuk 
memudahkan identifikasi antara perjanjian yang bersifat hard law dengan 
soft law biasanya dapat dikenali dari penggunaan nama perjanjian itu. 
Hard law umumnya akan menggunakan istilah konvensi, konvenan, 
protokol dan treaty, sedangkan soft law menggunakan istilah deklarasi, 
rekomendasi, serta rencana aksi (action of plan)52. 
Judith Goldstein menyatakan bahwa bentuk legalisasi sebuah 
perjanjian merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk 
mengukur efektifitas produk hukum yang dihasilkan oleh suatu organisasi 
internasional53. Jika legalisasinya berbentuk soft law maka secara teoretis 
implementasinya akan cenderung kurang efektif. Sebaliknya bila 
legalisasinya berbentuk hard law, maka implementasinya akan cenderung 
lebih efektif. 
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Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, dengan menggunakan 
disiplin ilmu hubungan internasional, membuat konsep teoritis yang 
dikenal dengan legalisasi (legalization). Konsep tersebut bertujuan untuk 
menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya implementasi sebuah aturan 
perjanjian dalam hukum internasional sangat ditentukan oleh bentuk 
legalisasi hukum atau aturan internasional tersebut, apakah berbentuk soft 
law atau hard law. Kedua bentuk legalisasi ini merujuk pada longgar 
(weak) atau kuatnya (rigid)  aturan-aturan yang mengikat (binding) pada 
para pihak yang terlibat di dalamnya54. Dalam konsep legalisasi tersebut 
mereka mencoba untuk melihat motif negara dalam membuat perjanjian. 
Mereka lalu membuat tiga ukuran untuk menilai apakah perjanjian itu 
berbentuk hard law atau soft law, yaitu obligation, precision dan 
delegation55. 
Kepatuhan (obligation) dapat diartikan sebagai keterikatan suatu 
negara untuk memenuhi kewajiban atau komitmen yang tertera dalam 
sebuah perjanjian. Dengan demikian perilaku negara dibatasi oleh 
seperangkat aturan atau komitmen yang telah disusun dan disepakatinya. 
Presisi didefinisikan sebagai kondisi dimana aturan-aturan yang tertera 
dalam perjanjian tersebut harus jelas mengatur perilaku para peserta 
perjanjian. Delegasi ditafsirkan sebagai adanya pendelegasian otoritas 
kepada pihak ketiga untuk menafsirkan aturan, menyelesaikan sengketa, 
atau bahkan membuat ketentuan lebih lanjut atas instrumen tersebut. 







Berdasarkan adanya ketiga ukuran tersebut maka sebuah perjanjian 
secara tepat dapat dinilai apakah sebagai hard law atau soft law tidak 
hanya sekedar dari penamaanya saja. Konsekuensi dari adanya ketiga 
ukuran tersebut, perjanjian internasional dapat dikategorikan sebagai hard 
law yang bersifat tinggi hingga soft law yang terendah. 
Keuntungan negara dalam membuat instrumen hukum yang bersifat 
hard law adalah menghindari biaya yang tinggi (transactional cost), 
menguatkan kredibilitas komitmen negara, memperluas jangkauan politik. 
Sedangkan kelemahannya adalah akan mengikis kedaulatan negara serta 
tidak mudah adaptasi terhadap perubahan. Instrumen hukum yang 
berbentuk soft law akan memberikan keuntungan berupa  teguhnya 
kedaulatan negara, mudahnya mencapai kesepakatan, lebih fleksibel 
menghadapi perubahan dan adaptasi norma. Sedangkan kelemahannya 
adalah sulit untuk menerapkan ketentuan tersebut karena bersifat 
normatif. 
Walaupun judul suatu perjanjian dapat beragam, akan tetapi apabila 
ditelaah lebih lanjut, pengelompokan perjanjian internasional dalam 
nomenklatur tertentu dimaksudkan dan diupayakan untuk menunjukan 
kesamaan materi yang diatur. Akan tetapi, dalam prakteknya terdapat 
kecenderungan pada negara-negara terhadap penggunaan isi kerjasama 
suatu materi perjanjian yang berbeda-beda tingkatannya untuk 
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menunjukan hubungan antara perjanjian internasional yang satu dengan 
yang lainnya56.  
Type Obligation Precision Delegation 
Ideal Type: Hard 
Law 
   
I High High High 
II High Low High 
III High High Low 
IV Low High High (Moderate) 
V High Low Low 
VI Low Low High (Moderate) 
VII Low High Low 
VIII Low Low Low 
Less Ideal Type: 
Soft Law 
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3.1. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi 
literatur (literure research), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-
bahan dan informasi informasi sekunder yang diperlukan dan relevan 
dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, 
jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang 
terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Selain itu, 
penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan 
langsung dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam 
penyusunan skripsi ini. Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan 
untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, 
pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu 
mengenai berbagai isu tentang ASEAN, peran serta ASEAN dalam 
menjaga, pemajuan dan penghormatan antarnegara anggota ASEAN, 
serta perkembangan hubungan kerjasama serta penyelesaian sengketa 
antarnegara ASEAN sebelum dan pasca terbentuknya ASEAN Charter . 
3.2. Lokasi Penelitian 
Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih empat 
lokasi penelitian, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin. 
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3. Direktorat Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri 
Indonesia. 
4. ASEAN Economic Community Department, The ASEAN 
Secretariat. 
 
3.3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
yang didapatkan dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
terkait dalam skripsi ini. Selain itu, juga digunakan data sekunder, data 
yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau pengacara 
maupun akademisi baik yang didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, 
jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi dari ASEAN, Headquarter ASEAN 
dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Data ini kemudian 
digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis hubungan 
kerjasama ekonomi dan penyelesaian sengketa antarnegara ASEAN 
pasca legalisasi ASEAN Charter. 
3.4. Sumber Data 
Adapun sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang 
digunakan oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah: 
1. Hasil wawancara langsung yang berhubungan dengan judul 
skripsi ini. 
2. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
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3. Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya 
baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang didapatkan 
secara langsung maupun hasil penelusuran dari internet. 
 
3.5.  Analisis Data 
Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, 
penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk 
menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan 
secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 
















4.1. Perkembangan Hubungan Kerjasama Ekonomi antarnegara 
Anggota ASEAN dalam Bidang Perdagangan  
Organisasi ASEAN adalah sebuah organisasi kerjasama antarnegara 
di kawasan Asia Tenggara yang pada tanggal 8 Agustus 2013 telah 
memasuki usia 46 tahun. Dalam usia tersebut ASEAN menghadapi 
perkembangan kawasan dan global yang semakin dinamis. Untuk 
menghadapi tantangan kawasan dan global tersebut, ASEAN telah 
menargetkan untuk dapat merealisasikan sebuah komunitas ASEAN pada 
tahun 201557. ASEAN telah memberikan sumbangan besar terhadap 
terciptanya suasana damai yang kondusif bagi pembangunan politik, 
ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, komunitas 
ASEAN diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjawab 
berbagai tantangan dan permasalahan kawasan maupun global. 
Pada awalnya, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi hanya 
dalam kegiatan perdagangan antarnegara. Pada perkembangannya, 
kerjasama antarnegara tersebut sangat menguntungkan ASEAN, salah 
satunya dengan mendirikan tempat-tempat industri diberbagai Negara 
anggota ASEAN. Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional 
pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama 
ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. 
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Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi 
Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya58.  
 Pada saat itu kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program 
pemberian preferensi perdagangan (preferential trade), usaha patungan 
(joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) 
antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di 
kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan pada tahun 
1976, Preferential Trading Arrangement (PTA) pada tahun 1977, ASEAN 
Industrial Complementation scheme pada tahun 1981, ASEAN Industrial 
Joint-Ventures scheme pada tahun 1983, dan Enhanced Preferential 
Trading arrangement pada tahun 1987. 
Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati 
berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan 
kesepakatan PTA. Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi awal 
mula visi pembentukan AEC adalah disepakatinya Common Effective 
Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area (CEPT – AFTA) pada tahun 
1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, kemudian 
dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6 (Brunei 
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura, Thailand). 
Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah 
ditandatangani Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic 
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Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya AFTA pada tanggal 1 
Januari 1993 dengan CEPT sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA 
memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, 
penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap 
kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, 
AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi 
juga  perdagangan jasa dan investasi. 
Menjelang abad ke-21, ASEAN sepakat untuk mengembangkan 
suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas 
yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli dan diikat 
bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Hal tersebut 
sesuai dengan visi ASEAN yang ditetapkan pada KTT ASEAN di Kuala 
Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Selanjutnya, agar harapan tersebut 
dapat terealisasikan maka ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada 
KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 mengenai pembentukan Komunitas 
ASEAN (ASEAN Community)59. 
Komunitas ASEAN terdiri atas tiga pilar yaitu Komunitas Politik-
Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/ APSC), 
Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/ AEC), dan 
Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ 
ASCC). Kemudian, ASEAN Community mengalami kemajuan dengan 
disetujuinya tiga Rencana Aksi (Plan of Action/ PoA) pada KTT ASEAN 
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ke-10 tahun 2004 di Vientiane, Laos. Upaya kesepakatan pembentukan 
ASEAN Community semakin diperkuat dengan ditandatanganinya 
Deklarasi Cebu tentang Cebu Declaration on the Acceleration of the 
Establishment of an ASEAN Community by 2015 pada KTT ASEAN ke-12 
yang dilaksanakan di Cebu, Filiphina pada tanggal 13 Januari 200760. 
Salah satu pilar ASEAN Community yang tidak kalah pentingnya 
ialah AEC. Gagasan pembentukan AEC  tidak dapat dilepaskan dari 
pemilikiran ekonomi neoliberal yang meyakini bahwa liberalisasi investasi 
dan perdagangan bebas sebagai strategi untuk meraih kesejahteraan 
rakyat. Upaya mempercepat liberalisasi tersebut dilakukan dengan 
membentuk regionalisme ekonomi, mengintegrasikan negara-negara 
dalam suatu kawasan menjadi kesatuan ekonomi, keuangan dan 
perdagangan hingga politik. Meskipun Integrasi semacam ini secara 
langsung membahayakan eksistensi kedaulatan ekonomi negara-negara 
anggota ASEAN sendiri. Inti dari AEC adalah perjanjian perdagangan 
bebas yang berisikan penghapusan hambatan perdagangan baik tarif 
maupun non-tarif di bidang perdagangan barang, liberalsiasi investasi dan 
jasa-jasa serta pelaksanaan isu-isu yang telah disepakati melalui rezim 
perdagangan bebas internasional lainnya. AEC merupakan perjanjian 
internasional yang mengikat, bagian pelaksanaan dari konstitusi ASEAN 
Charter yang merupakan kesepakatan yang bersifat legally binding 
(mengikat). ASEAN Charter adalah adalah dasar legal dari AEC dan 





pembangunan pasar tunggal ASEAN dan basis produksi tunggal ASEAN. 
Gagasan terbentuknya AEC tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat 5 ASEAN 
Charter yang menyatakan: 
“To create a single market and production base which is stable, 
prosperous, highly competitive and economically integrated with 
effective facilitation for trade and investment in which there is free 
flow of goods, services and investment; facilitated movement of 
business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of 
capital”. 
Selanjutnya kedudukan ASEAN dalam sistem perdagangan bebas 
global diperjelas dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (n) yang menyatakan: 
 “Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-based 
regimes for effective implementation of economic commitments and 
progressive reduction towards elimination of all barriers to regional 
economic integration, in a market-driven economy”. 
ASEAN telah menyepakati penyusunan konstitusi yang akan menjadi 
landasan dalam penguatan kerjasama tersebut melalui ASEAN Charter 
yang proses penyusunannya dimulai sejak tahun 2006 melalui 
pembentukan Kelompok Ahli (Eminent Persons Group/ EPG) yang 
kemudian dilanjutkan oleh Gugus Tugas Tingkat Tinggi (High Level Task 
Force) untuk melakukan negosiasi terhadap draft ASEAN Charter61.  
Lalu, para kepala negara/ pemerintahan negara anggota ASEAN 
telah menandatangani ASEAN Charter pada KTT ASEAN ke-13 di 
Singapura pada bulan November 2007. Pada tanggal 15 Desember 2008, 
setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada 
Sekertaris Jenderal ASEAN, ASEAN Charter mulai diberlakukan. Untuk 
Indonesia sendiri, pemberlakuan ASEAN Charter disahkan melalui 





Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. 
Implementasi ASEAN Charter mulai ditegaskan pada KTT ASEAN 
ke-14 di Hua Hin, Thailand, pada tanggal 28 Februari – 1 Maret 2009. 
Sejak ASEAN Charter ditandatangani oleh para Kepala 
Negara/Pemerintahan ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 20 November 2007, organisasi 
ASEAN terus melakukan pembenahan untuk mengantisipasi berbagai 
perubahan yang telah dicetuskan dalam ASEAN Charter. Dalam hal ini, 
Piagam ASEAN akan berfungsi sebagai instrumen dasar hukum atau 
kerangka kerja legal ASEAN sehingga mekanisme kerja sama ASEAN 
berdasarkan pada asas landasan hukum. Kerja sama ASEAN sejak saat 
itu menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan 
dengan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, dimana 
sebagai bentuk upaya pencapaiannya, ASEAN menyusun Cetak Biru 
(Blue Print) dari ketiga pilar ASEAN Community62.  
ASEAN Charter yang mulai berlaku tanggal 15 Desember 2008 
merupakan landasan hukum dan jati diri ASEAN. Walaupun Piagam 
ASEAN disusun secara singkat, namun relatif lengkap dan ditulis dalam 
bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, Piagam ASEAN tidak hanya 
berfungsi sebagai landasan hukum atau konstitusional, tetapi juga 
diharapkan dapat memperkuat kerja sama ASEAN agar dapat beradaptasi 





dengan berbagai perubahan, tantangan, dan peluang, serta transformasi 
ASEAN sebagai organisasi yang solid dan kuat. 
Sebelum dibentuknya  ASEAN Charter, organisasi ASEAN lebih 
berfokus pada kebijakan-kebijakan politis. Hal tersebut dapat dilihat pada 
Deklarasi ASEAN 1967 yang tidak memuat ketentuan prosedural yang 
bersifat formal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dibentukan 
ASEAN Charter guna menjadikan ASEAN sebagai organisasi 
internasional yang lebih berkomitmen pada ketentuan formal. Jika 
menggunakan konsep legalisasi Abbot, dari aspek obligasi, pada pasal 5 
ayat 1 dan 2 ASEAN Charter menyebutkan bahwa Charter ini mengikat 
secara sama atas semua negara anggota ASEAN dan mewajibkan 
mereka untuk menggunakan semua upaya yang mungkin untuk 
menjalankan hak dan kewajibannya itu63. Namun, tidak tertutup 
kemungkinan bagi adanya pelanggaran oleh anggota yang mekanisme 
penyelesaiannya diatur dalam pasal 5 ayat 3 dengan merujuk pada pasal 
20 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan di dalam ASEAN 
dilakukan dengan mekanisme konsultasi dan konsensus dari semua 
anggota. Manakala konsensus tidak dapat dicapai makapertemuan tingkat 
tinggi para kepala pemerintahan ASEAN (ASEAN Summit) dapat 
memutuskan mekanisme apa yang akan digunakan. 
Artinya, dengan adanya pasal yang memungkinkan anggota untuk 
tidak mematuhi ASEAN Charter menunjukkan ada escape clause atau 
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klausa pengecualian membuat indikator obligasi memperoleh nilai sedang 
(moderat) yaitu pada poin 4 dari kemungkinan tertinggi 6. Indikator ke-4 
menunjukkan bahwa kepatuhan negara atas ASEAN Charter adalah 
national reservation on specific obligation : contingent obligation and 
escape clauses64.  
Meskipun demikian, secara tegas ASEAN Charter menyatakan 
bahwa semua peraturan yang ada dan berlaku tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan dalam pasal-pasal ASEAN Charter (pasal 52), serta 
hanya sekretariat ASEAN yang boleh menginterpretasikan makna ASEAN 
Charter (pasal 51). Hal ini menunjukkan walaupun ada pasal 
pengecualian, tetapi para pihak harus tetap menempatkan obligasi atas 
piagam sebagai hal yang utama. Ditambah dengan keberadaan ASEAN 
Summit yang berisi pejabat politik tertinggi di negara anggota sebagai 
pengambil keputusan tertinggi menunjukkan bahwa sebenarnya ASEAN 
masih merupakan Political Treaty : implicit condition on obligation yang 
dalam indikator obligasi bernilai 5 dari kemungkinan maksimal 6. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa dari aspek obligasi, tingkat kepatuhan 
terhadap ASEAN Charter adalah berderajat moderat/menengah. 
Selanjutnya dari aspek presisi, Bab 1 Pasal 1 ASEAN Charter 
menjelaskan tentang 15 tujuan ASEAN yang mencakup spektrum yang 
luas meliputi, bidang ekonomi, politikkeamanan, sosial-budaya. 
Terminologi istilah yang digunakan menunjukkan bahwa ketepatan 





pencapaian tujuan yang hendak dicapai sulit diukur dengan sejumlah 
indikator yang ada. Misalnya, tujuan kedua ASEAN adalah hendak 
meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, 
keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Seluas apa 
cakupan kerjasama ini, dan semaju apa kerjasama yang hendak dicapai 
tidak dijelaskan dalam piagam ini. Namun demikian, keberadaan blue print 
sebagai perwujudan komunitas ASEAN yang menurut pasal 52 ayat 1 
tetap diakui sebagai bagian dari perjanjian yang tetap berlaku dalam 
rangka mencapai tujuan ASEAN menunjukkan bahwa ASEAN Charter 
belum secara tepat telah mengatur apa yang harus diaturnya karena 
masih memerlukan tambahan aturan lain untuk melengkapinya. Jadi 
berdasar indikator presisi sebagaimana dikonsepsikan Abbot, ASEAN 
Charter menunjukkan adanya broad areas of discretion yang berderajat 3 
dari kemungkinan maksimal 5. Apalagi kemudian ASEAN Charter juga 
mengatur kedudukan organisasi berikut organ-organ dan alat kelengkapan 
administrasi yang ada dalam ASEAN (bab II pasal 3 sampai bab XII pasal 
46) berikut kemungkinan perubahan atas piagam yang akan ditinjau 
secara berkala setiap 5 tahun sekali (bab XIII pasal 50) semakin 
meyakinkan bahwa memang ASEAN Charter memiliki tingkat ketepatan 
(presisi) berderajat standards: only meaningfull with reference to specific 
situations yang memiliki indikator bernilai 2 dari kemungkinan maksimal 5 
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dalam kriteria Abbot. Dengan demikian dari aspek ketepatan mengatur 
ASEAN Charter memiliki tingkat presisi cenderung rendah65. 
Selanjutnya dari aspek delegasi, terkait indikator penyelesaian 
masalah Bab VIII pasal 22 ayat 1 tentang prinsip dasar penyelesaian 
masalah menjelaskan bahwa jika terjadi sengketa di ASEAN, akan 
diselesaikan secara dialog, negosiasi dan konsultasi. Selain itu dalam 
Pasal 23 ayat (1) ditegaskan bahwa penyelesaian masalah antar negara 
ASEAN dapat pula diselesaikan dengan menggunakan mekanisme jasa 
baik (good offices), atau mediasi dan konsiliasi yang dikoordinir oleh 
Sekretaris Jenderal ASEAN (ayat 2). Terkait dengan masalah yang sulit 
untuk diselesaikan mekanisme penyelesaian masalah dalam tingkat 
tertinggi yang disediakan dalam ASEAN Charter adalah melalui keputusan 
ASEAN Summit (pasal 26) yang sekaligus berfungsi memantau kepatuhan 
negara atas keputusan yang telah dibuat (pasal 27). Kesemua hal di atas 
menunjukkan bahwa dari aspek delegasi, terkait indikator penyelesaian 
masalah (dispute resolution), ASEAN Charter menunjuk pada tingkat 
rendah karena hanya menunjuk pada indikator ketiga dari 7 indikator yang 
ada yaitu conciliation and mediation. 
Sementara itu masih dari aspek delegasi, terkait indikator rule 
making and implementation), berdasarkan analisis atas isi pasal yang 
sama dengan yang digunakan di atas, jelas menunjukkan bahwa ASEAN 
Charter lebih dekat pada indikator recommendations; confidential 





monitoring yang memiliki derajat 3 atau paling tinggi memenuhi indikator 
drafts convention; monitoring and publicity yang memiliki derajat 4 dari 
nilai maksimal 8. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 
aspek penerapan aturan ini ASEAN Charter memiliki derajat rendah66. 
Tingkat obligasi moderat, presisi cenderung rendah dan delegasi 
juga rendah, maka jelas bahwa berdasar tipologi bentuk legalisasi 
menurut Abbot, ASEAN Charter hanya dapat memenuhi kriteria tipe ke V 
yang lebih dekat dengan bentuk legalisasi sebagai Soft law dari 8 tipologi 
yang ada. Secara teoretis Soft law dipilih sebagai sebuah kerangka legal 
dari sebuah organisasi internasional karena beberapa keuntungan yang 
mungkin diperoleh dari penerapannya. Abbot dan Snidal menegaskan 
bahwa instrumen hukum yang berbentuk soft law akan memberikan 
keuntungan berupa tetap tegaknya kedaulatan negara, mudah mencapai 
kesepakatan, lebih fleksibel menghadapi perbedaan dan perubahan, serta 
lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan norma. Sedangkan 
kelemahannya adalah sulit untuk menerapkan ketentuan tersebut karena 
bersifat normatif. 
Terkait masalah kedaulatan, negara-negara di kawasan ASEAN 
adalah negara yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing 
negara. Sejak awal terbentuknya, kerangka kerjasama regional ASEAN 
sejak Deklarasi Bangkok sampai dengan ASEAN Charter selalu 





menegaskan bahwa ASEAN sangat menghargai kedaulatan anggotanya 
yang termanifestasi dalam prinsip non-interference.  
Prinsip non-interference, tidak boleh ada intervensi dalam urusan 
domestik, menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan 
negara. Prinsip Dasar pertama dalam ASEAN Charter menegaskan 
bahwa ASEAN menghargai kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, 
identitas nasional, dan persamaan hak yang dimiliki oleh semua 
anggotanya. Karena ASEAN tidak ingin masalah kedaulatan masing-
masing anggotanya terganggu, maka dipilihlah bentuk legalisasi yang 
tidak terdapat di dalamnya penyerahan atau pengurangan kedaulatan 
anggotanya. Jelaslah mengapa ASEAN memilih bentuk soft law, karena 
memang bentuk legalisasi soft law menjamin tetap tegaknya kedaulatan 
masing-masing negara anggota ASEAN67. 
Penghargaan yang tinggi terhadap kedaulatan ini sedikit banyak 
terkait dengan keragaman budaya yang melingkupi bangsa-bangsa 
ASEAN, walaupun memang budaya Melayu menjadi budaya dominan di 3 
negara yang menjadi alat penggerak ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan 
Singapura). Kultur Melayu yang kuat itu kemudian juga berpengaruh 
terhadap proses pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah 
untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk 
penghargaan terhadap kedaulatan masing-masing negara karena mereka 
dianggap setara sehingga tidak ada satu pun negara yang bisa 





ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ada keputusan 
kecuali semua negara sepakat menunjukkan penghargaan yang tinggi 
atas kedaulatan negara. Kultur Melayu kemudian juga berpengaruh dalam 
bentuk penghargaan atas senioritas. Karena adanya penghargaan yang 
tinggi atas budaya Melayu yang menjunjung tinggi semangat musyawarah 
untuk mufakat itulah maka kemudian ASEAN Charter didesain untuk 
berbentuk soft law agar nilai-nilai kebersamaan tetap terpelihara dan 
terjaga68. 
Terkait dengan permasalahan budaya, negara-negara ASEAN, 
kecuali Myanmar dan Thailand adalah negara bekas jajahan Eropa Barat 
dan karenanya memiliki trauma sejarah dengan sistem hukumkolonial 
yang pernah mengikat mereka. Peter Katzenstein menyatakan bahwa 
negara-negara di Asia (termasuk Asia Tenggara) adalah negara dengan 
tradisi hukum “rule by law” yang berbeda dengan bangsa Eropa Barat. 
Perbedaan tradisi ini kemudian juga berpengaruh terhadap pilihan bentuk 
legalisasi yang dipilih dalam membuat kerangka kerjasama. Bentuk 
legalisasi hard law dianggap bagian dari tradisi Eropa Barat yang bagi 
negara-negara di Asia Tenggara mengingatkan akan bagaimana mereka 
tereksploitasi di bawah sistem hukum tersebut. Karena itu dipilihlah bentuk 
soft law yang sangat menghargai kedaulatan dan kemerdekaan untuk 
membedakan diri dari tradisi bangsa penjajah69. 







Pasca krisis moneter yang melanda Asia Tenggara tahun 1997, serta 
perluasan anggota menjadi 10, ASEAN menjadi organisasi yang sangat 
kompleks, baik secara politik maupun ekonomi. Di dalamnya terdapat 
negara yang secara ekonomi sangat maju, seperti Singapura, sampai 
negara yang baru mulai membangun seperti Kamboja. Secara politik 
terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara negara yang demokratis 
seperti Indonesia, kurang demokratis seperti Laos dan Brunei 
Darussalam, serta tidak demokratis seperti Myanmar. Dari geografis dan 
demografis pun terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan-
perbedaan itu tentu dapat memicu terjadinya perpecahan dan 
persengketaan manakala tidak dikelola secara bijak. Oleh karena itu maka 
kerangka legal kerjasama yang dibuat haruslah memperhatikan 
perbedaan-perbedaan itu sebagai dasar pertimbangan. Bentuk soft law 
dari ASEAN Charter memungkinkan terjadinya kompromi antara 
Singapura dan Brunei Darussalam yang secara ekonomi kuat tetapi 
wilayahnya sempit dengan Kamboja yang secara ekonomi maupun politik 
masih dalam tahap berkembang. Pasal 30 ayat 2 tentang kontribusi 
tahunan yang sama antar semua anggota ASEAN baik yang kaya maupun 
miskin menegaskan hal itu. ASEAN Charter juga menjadi tempat 
kompromi antara negara demokratis seperti Indonesia dengan Myanmar 
yang tidak demokratis, tercermin dalam pasal 5 ayat 1 yang menegaskan 
bahwa semua negara anggota menempati posisi yang sederajat dalam 
hak dan kewajiban sebagai anggota. Jadi bentuk legalisasi ASEAN 
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Charter dengan sengaja dibuat soft law agar memungkinkan terjadinya 
kompromi antar negara anggota yang kepentingannya berbeda-beda 
dengan tetap menghargai perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing 
anggota70. 
Banyak perubahan yang muncul ketika ASEAN Charter 2007 
terbentuk, khususnya yang terkait dengan bidang kerjasama ekonomi 
ASEAN, salah satunya yaitu munculnya pelaksanaan proses integrasi 
ekonomi ASEAN menuju AEC 2015. Sesuai dengan ASEAN Charter 
2007, dibentuk struktur kelembagaan ASEAN yang terdiri dari ASEAN 
Summit, ASEAN Coordinating Council (ACC), ASEAN Community 
Council, ASEAN Economic Ministers (AEM), ASEAN Free Trade Area 
(AFTA) Council, ASEAN Investment Area (AIA) Council, Senior Economic 
Officials Meeting (SEOM), dan Coordinating Committee. Langkah awal 
kesiapan ASEAN dalam menjalankan integrasi ekonominya setelah 
diberlakukannya ASEAN Charter adalah dengan ditetapkannya Wakil 
Sekretaris Jenderal ASEAN bidang AEC dengan tugas mengawasi 
implementasi AEC Blueprint, memantau dan menfasilitasi proses kesiapan 
kawasan menghadapi perekonomian global, serta mendukung 
pelaksanaan inisiatif lainnya dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. 
ASEAN Summit merupakan pertemuan tingkat kepala Negara/ 
pemerintahan ASEAN yang berlangsung dua kali dalam setahun dan 
diselenggarakan secara bergilir berdasarkan alphabet di negara yang 





sedang menjabat sebagai ketua ASEAN, secara rinci dijelaskan dalam 
ASEAN Charter Pasal 7. Struktur kelembagaan berikutnya ACC yang 
merupakan dewan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan seluruh 
pertemuan tingkat Menteri ASEAN yang membawahi ketiga pilar ASEAN 
Community. ACC melakukan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali 
setahun sebelum ASEAN Summit berlangsung, secara rinci dijelaskan 
dalam ASEAN Charter Pasal 871. 
Selanjutnya, AEC Council merupakan dewan yang mengkoordinasi 
semua economic sectoral ministers seperti perdagangan, keuangan, 
pertanian dan kehutanan, energi, perhubungan, pariwisata dan 
telekomunikasi. Pertemuan AEC Council berlangsung sekurang-
kurangnya dua kali dalam setahun yang dirangkaikan dengan ASEAN 
Summit. AEC Council bertugas untuk melaporkan kemajuan di bidang 
kerjasama ekonomi kepada kepala pemerintahan/ Negara ASEAN. 
Lalu, AEM merupakan dewan menteri yang mengkoordinasikan 
negosiasi dan proses implementasi integrasi ekonomi. Di bawah 
koordinasi AEM, terdapat AFTA Council dan AIA Council. AFTA Council 
adalah dewan menteri ASEAN yang pada umumnya diwakili oleh Menteri 
Ekonomi masing-masing negara anggota bertanggungjawab atas proses 
negosiasi dan implementasi komitmen di bidang perdagangan barang 
ASEAN. AFTA Council melakukan pertemuan tahunan para Menteri 
Ekonomi ASEAN dalam rangkaian pertemuan sebelum AEM. Dalam 





pertemuannya, AFTA Council pada umumnya menerima laporan dari 
Coordinating Committee on the Implementation on the CEPT Scheme for 
AFTA (CCCA) dan membahas isu-isu yang masih tertunda di tingkat 
SEOM. Sedangkan AIA Council merupakan dewan menteri ASEAN yang 
bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di 
bidang investasi ASEAN. 
Struktur kelembagaan selanjutnya ialah SEOM yang merupakan 
pertemuan ASEAN di tingkat pejabat Eselon 1 yang menangani bidang 
ekonomi. Pertemuan diadakan empat kali dalam setahun. Pada 2 
pertemuan SEOM (pertemuan pertama dan ketiga) berfokus pada isu intra 
ASEAN, sedangkan pada dua pertemuan SEOM lainnya (pertemuan 
kedua dan keempat) ASEAN mengundang negara mitra dialog yaitu 
China, Jepang, Korea, India, Australia dan New Zealand untuk melakukan 
konsultasi dengan SEOM ASEAN. SEOM dalam pertemuannya menerima 
laporan hasil pertemuan dari dan membahas isu yang masih tertunda di 
tingkat coordinating committee. Selain SEOM, ASEAN membentuk task 
force tingkat pejabat Eselon 1, High Level Task Force (HLTF) yang dalam 
pertemuannya membahas isu-isu penting yang masih tertunda dan 
memerlukan pertimbangan khusus untuk dilaporkan ke tingkat menteri. 
Kemudian, di bawah SEOM terdapat Coordinating Committees 
merupakan pertemuan teknis setingkat pejabat Eselon 2 atau Eselon 3 di 
instansi terkait masing-masing negara anggota ASEAN. Pertemuan ini 
diadakan empat kali dalam setahun, dimana hasil pertemuannya akan 
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dilaporkan kepada SEOM untuk diteruskan kepada AEM, AEC Council, 
ASEAN Coordinating Council dan ASEAN Summit. 
Sebagai pedoman arah pembentukan AEC 2915, maka dibentukan 
Blue Print. Blue Print dari ASEAN Community sendiri disahkan pada KTT 
ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura. Hal tersebut berdasarkan 
kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/ 
AEM) pada pertemuan AEM ke-39 tahun 2007. Pertemuan ke-39 AEM 
menyepakati Peta Jalan untuk Integrasi Sektor Jasa Logistik ASEAN 
(Roadmap for ASEAN Integration of the Logistics Services Sector) 
sebagai sektor prioritas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan 
menandatangani protokol untuk mengamandemen Protocol to Amend 
Article 3 of the ASEAN Framework Agreement for the Integration of the 
Priority Sectors72.  
Keduabelas sektor prioritas yang dimaksud ialah produk-produk 
berbasis pertanian, perjalanan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, 
perikanan, kesehatan, produk karet dan turunannya, tekstil, pariwisata, 
produk kayu dan jasa logistik. AEC Blue Print bertujuan untuk menjadikan 
kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan kompetitif, memungkinkan 
bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, 
juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan 
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pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 
201573. 
Sebagai alat ukur tingkat implementasi komitmen AEC, ASEAN telah 
mengembangkan mekanisme scorecard.  Dimana mekanisme ini 
memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kemajuan ASEAN 
dalam mengimplementasikan AEC Blue Print, terdiri atas empat bentuk 
yaitu negara/ pemerintahan, menteri, pejabat senior dan masyarakat 
umum. Selain itu, ASEAN juga memiliki mekanisme Kaji Ulang Paruh 
Waktu Komprehensif (Comprehensive Mid-Term Review) atas AEC 
Blueprint. Pada pertemuan AEM Retreat ke-16, para menteri sepakat 
untuk meningkatkan perhatian pada pelaksanaan measures yang memiliki 
hasil berdampak kuat (high impact outcomes) diantaranya yaitu inisiatif 
fasilitas perdagangan (trade facilitation initiatives) termasuk ASEAN Trade 
Repository (ATR), penghapusan hambatan non tarif, efesiensi 
kepabeanan, dan harmonisasi atau saling pengakuan atas produk serta 
peraturan teknis. 
Karakteristik utama dari AEC Blue Print terdiri atas empat, yaitu 
untuk mewujudkan ASEAN sebagai: 
1. Pasar tunggal dan basis produksi dengan lima elemen utama 
yaitu; (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran 
bebas investasi, (iv) aliran bebas tenaga kerja terampil, dan (iv) 
aliran modal yang lebih bebas. Di samping kelima elemen 
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tersebut, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua 
komponen penting yaitu Sectors Integration Priority (PIS) dan 
kerjasama dalam bidang pertanian, pangan serta kehutanan. 
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan enam 
elemen utama yaitu: (i) kebijakan persaingan usaha, (ii) 
perlindungan konsumen, (iii) Hak atas Kekayaan Intelektual 
(HKI), (iv) pembangunan infrastruktur, (v) perpajakan dan (vi) e-
commerce. 
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara dengan 
dua elemen utama yaitu pengembangan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) dan Inisiative for ASEAN Integration (IAI).  
4. Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global dengan dua 
elemen utama yaitu pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar 
kawasan dan peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan 
global. 
Keempat karakteristik tersebut saling memperkuat dan memiliki 
kaitan yang erat dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan 
basis produksi. ASEAN harus memiliki daya saing ekonomi tinggi, dan 
untuk menciptakannya diperlukan upaya memperkecil kesenjangan 
pembangunan antarnegara anggota. Sehingga, setiap negara anggota 
ASEAN memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang setara. Pencapaian 
terhadap hal tersebut sangatlah diperlukan guna menjadikan ASEAN 
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sebagai kawasan ekonomi yang siap terintegrasi ke dalam ekonomi 
global. 
Sebagai alat memantau kemajuan implementasi AEC, maka 
disusunlah ASEAN Baseline Report (ABR) yang berperan sebagai 
scorecard dengan indikator kinerja utama yang akan dilaporkan setiap 
tahunnya oleh Sekretaris Jenderal ASEAN kepada para menteri dan 
kepala negara/ pemerintahan negara ASEAN. Pada dasarnya, laporan ini 
berisi kemajuan implementasi dari tiga pilar masyarakat ASEAN, ukuran 
kemajuan kerjasama regional dan panduan dalam memperkecil adanya 
kesenjangan pembangunan negara anggota. Laporan tersebut juga 
memuat analisis kuantitatif dengan indikator terpilih yang memenuhi 
kriteria terhadap relevansi terhadap kebijakan, sederhana, konsistensi 
secara statistic, valid, ketersediaan data dan cakupan indikator (proses, 
output dan hasil) yang kemudian disusun menjadi indeks tingkat negara 
dan kawasan74. 
Alat ukur pencapaian AEC sendiri, sesuai dengan arahan AEM pada 
tahun 2008, telah dibentuk AEC Scorecard untuk mengukur dan 
mengkomunikasikan kepada publik kemajuan yang dicapai oleh ASEAN 
dalam melaksanakan komitmennya dan mewujudkan AEC 2015. 
Berdasarkan usul Indonesia, disepakati agar AEC Scorecard disiapkan 
dalam dua versi. Pertama, untuk keperluan internal ASEAN guna melihat 
kepatuhan anggota memenuhi komitmennya. Kedua, untuk konsumsi 
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publik yang lebih umum sifatnya namun dapat memberikan gambaran 
kemajuan menuju AEC 2015 serta menumbuhkan dukungan masyarakat 
atas upaya pencapaian AEC. Berikut ialah diagram tingkat implementasi 
negara-negara ASEAN dan ASEAN-wide (secara kolektif).   
AEC merupakan sebuah pasar tunggal dan basis produksi kawasan 
yang ditandai dengan semakin bebasnya aliran barang, jasa, penanaman 
modal, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal. AEC 
merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan 
perdagangan bebas ASEAN. Di dalam AEC, keanekaragaman 
karakteristik masing-masing negara anggota sebagai peluang dan 
pelengkap usaha yang menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang lebih 
dinamis dan lebih kuat dalam memasuki pasar global. Untuk 
mewujudkannya, maka pada pelaksanaan KTT ASEAN ke-14 pada tahun 










ASEAN BRU CAM INA LAO MAL MYN PHI SIN THA VN
Diagram 4.1. Tingkat Implementasi AEC Blueprint 
Periode 1 Januari 2008 - 30 September 2009
67 
 
menandatangani persetujuan ASEAN Trade in Goods Agreement 
(ATIGA)75. ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan 
ASEAN dalam perdagangan barang (trade in goods), baik dalam Common 
Effective Preferential Tariff (CEPT) Agreement maupun keputusan penting 
lainnya yang sebelumnya tertuang dalam berbagai bentuk dokumen 
hukum terpisah. 
ATIGA merupakan penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam 
perdagangan barang dan menjadi pengganti bagi CEPT Agreement 
karena lebih komprehensif dan integrative. ATIGA juga sesuai dengan 
kesepakatan AEC Blue Print, khususnya terkait dengan gerakan arus 
barang (free flow of goods) yang menjadi salah satu elemen pembentukan 
pasar tunggal dan basis produksi regional. Selama ini cakupan CEPT 
Agreement dianggap masih terbatas, untuk itu diperlukan suatu proses 
yang lebih cepat dan lebih kompleks untuk meletakan fondasi yang lebih 
kuat dalam mengatur perdagangan barang dan kebijakan perdagangan 
antara negara anggota ASEAN. ATIGA bertujuan untuk mencapai arus 
barang yang bebas, yang merupakan salah satu prinsip pembentukan 
pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 201576. 
Selain itu, ATIGA juga akan meminimalisir hambatan dan 
memperkuat kerjasama di antara negara anggota ASEAN, menurunkan 
biaya usaha, meningkatkan perdagangan, investasi dan efisiensi ekonomi, 
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menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala 
ekonomi yang lebih besar untuk para pelaku usaha dan menciptakan 
kawasan investasi yang kompetitif. Dokumen ATIGA terdiri dari 11 Bab, 
98 Pasal, dan 10 Lampiran yang antara lain mencakup prinsip umum 
perdagangan internasional (non-discrimination, most favoured nations-
MFN treatment, national treatment), liberalisasi tariff, pengaturan non-tarif, 
ketentuan asal barang, fasilitas perdagangan, kepabeanan, standardisasi, 
regulasi teknis, prosedur pemeriksaan penyesuaian, sanitary and 
phytosanitary measures (SPS), dan upaya hukum di bidang perdagangan 
(safeguards, anti-dumping, countervailing measures)77. 
Adapun komitmen penting yang disepakati dalam ATIGA yaitu (i) 
penghapusan tariff, (ii) penghapusan hambatan non-tarif, (iii) 
pengimplementasian revised rules of origin (ROO), (iv) pengembangan 
fasilitas perdagangan, dan (v) kepabeanan. Dengan diberlakukannya 
ATIGA, masing-masing negara anggota ASEAN wajib menurunkan dan/ 
atau menghapuskan bea impor terhadap barang yang berasal dari negara 
anggota ASEAN lainnya sesuai dengan modalitas yang telah disepakati 
bersama. Modalitas penghapusan bea tersebut dikenakan terhadap 
produk dalam Inclusion List (IL) yang sudah harus 0% pada tanggal 1 
Januari 2010 bagi ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, 
Filipina, Singapura dan Thailand) dan pada tanggal 1 Januari 2015/ 2018 
bagi CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam). Jumlah produk 





ASEAN-6 yang telah memasuki pasar bebas tarif pada tahun 2010 
terbanyak berasal dari Malaysia, Filipina dan Indonesia. Berikut ialah tabel 




Jumlah Pos Tarif Persentase 
0% >0% Total IL 0% >0% Total 
Brunei Darussalam 7.239 984 8.223 88,03 11,97 100 
Indonesia 6.900 1.732 8.632 79,94 20,06 100 
Malaysia 10.157 2.082 12.239 82,99 17,01 100 
Filipina 7.354 1.580 8.934 82,31 17,69 100 
Singapura 8.300 - 8.300 100,00 - 100 
Thailand 6.643 1.657 8.300 80,04 19,96 100 
ASEAN 46.593 8.035 54.628 85,29 14,71 100 
Kamboja 755 9.782 10.537 7,17 92,83 100 
Laos 5.844 2.370 8.214 71,15 28,85 100 
Myanmar 4.992 3.248 8.240 60,58 39,42 100 
Vietnam 4.575 3.524 8.099 56,49 43,51 100 
CLMV 16.166 18.924 35.090 46,07 59,93 100 
ASEAN 10 62.759 26.959 89.718 69,95 30,05 100 
 
 
Penurunan tarif di Indonesia dalam kerangka ATIGA telah mencapai 
98,7% zero tariff. Hanya beberpa produk sensitif yang terus dijaga tarifnya 
untuk kepentingan nasional seperti beras, gula dan minuman beralkohol. 
Hingga saat ini Indonesia masih terus meminta perpanjangan 
penghapusan tariff untuk produk beras dan gula yang seharusnya sudah 
zero tariff. Hal ini diperbolehkan dalam Protocol to Provide Special 
Consideration for Rice and Sugar, asalkan Indonesia dapat memberikan 
Sumber: Sekretariat ASEAN 
Tabel 4.1. Jumlah Pos Tarif (Produk) dengan Tarif 0% pada 2009 Skema CEPT 
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justifikasi yang kuat untuk memperpanjang penghapusan tarif setiap 
tahunnya sampai tahun 2015. 
Mengingat sebagian besar produk sudah bebas tarif, maka 
liberalisasi perdagangan barang di ASEAN saat ini lebih difokuskan pada 
penghapusan hambatan Non-tariff Measures (NTMs). Fokus utama 
ASEAN saat ini adalah melakukan identifikasi NTMs di tingkat nasional 
yaitu pengklasifikasian dan notifikasi NTMs. Pada tanggal 30 September 
2013, tim ASEAN Regional Integration Support from the European Union 
(ARISE) telah melakukan pemetaan dalam rangka menelaah kebijakan 
NTMs di masing-masing negara anggota ASEAN dan hasilnya ialah  
masih kurangnya kesadaran di tingkat nasional untuk melakukan notifikasi 
NTMs dan belum adanya interpretasi yang sama untuk melakukan 
identifikasi NTMs. 
Masing-masing negara anggota ASEAN diwajibkan untuk meninjau 
kembali kebijakan non-tarif dalam basis data. Hal ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi hambatan non-tarif (non-tariff barriers) disamping 
pembatasan kuantitatif untuk penghapusan. Negara anggota ASEAN 
wajib menyampaikan rekomendasi mengenai hambatan non-tarif yang 
telah diidentifikasi kepada Dewan AFTA melalui pejabat ekonomi senior 
SEOM. Penghapusan hambatan non-tarif dilakukan secara bertahap, 
dimulai pada 1 Januari 2008 hingga 1 Januari 2010 bagi ASEAN-5 (Brunei 
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand), lalu 1 Januari 
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2012 sampai dengan 1 Januari 2014 bagi Filipina dan 1 Januari 2015 
sampai dengan 1 Januari 2017 bagi CLMV. 
Lalu untuk kinerja perdagangan negara anggota ASEAN sendiri, total 
perdagangan Indonesia dengan Intra-ASEAN dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam lima tahun terakhir, 
mulai tahun 2004-2008 dicapai peningkatan hampir tiga kali lipat dari 24,5 
miliar USD pada tahun 2004 menjadi 68,14 miliar USD pada tahun 2008. 
Konsentrasi perdagangan Indonesia terbesar berlangsung dengan 
Singapura, Malaysia dan Thailand. Nilai perdagangan Indonesia dengan 
Brunei Darussalam, Myanmar dan Laos juga meningkat secara signifikan. 






2004 2005 2006 2007 2008 
Brunei Darussalam 327,00 1.236,83 1.644,49 1.908,09 2.476,29 56,56 
Kamboja 72,93 94,67 104,71 123,10 176,03 22,45 
Laos 1,57 1.817,20 4,51 6,65 4,20 38,56 
Filipina 1.466,17 1.741,35 1.690,31 2.213,53 2.809,15 16,65 
Malaysia 4.697,99 5.579,83 7.304,09 11.507,99 15.354,84 36,24 
Myanmar 77,70 92,14 157,37 292,78 280,44 45,11 
Singapura 12.080,67 17.306,10 18.964,38 20.341,41 34.651,53 25,47 
Thailand 4.747,82 5.693,42 5.685,03 7.341,34 9.995,52 19,04 
Vietnam 1.016,79 1.117,47 1.898,81 2.349,35 2.390,57 27,80 




Tabel 4.2. Total Perdagangan Indonesia dengan negara Intra-ASEAN 
         Periode 2004-2008 (dalam juta US$) 
Sumber: Sekretariat ASEAN 
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Sedangkan untuk peningkatan nilai total perdagangan Indonesia 
dengan Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand ternyata merupakan 
kontribusi peningkatan nilai ekspor ketiga negara tersebut ke Indonesia. 
Pada tabel 4.3 dapat lihat bahwa neraca perdagangan Indonesia 
mengalami defisit dengan ketiga negara tersebut. Di samping itu, dalam 
dua tahun terakhir berturut-turut, neraca perdagangan Indonesia dengan 
Malaysia juga mengalami defisit yang semakin meningkat. Secara 
keseluruhan kinerja perdagangan Indonesia dengan ASEAN mengalami 
defisit sejak tahun 2005 dan semakin buruk pada tahun 2008. Defisit 
perdagangan Indonesia dengan ASEAN dari tahun 2007-2008 meningkat 






2004 2005 2006 2007 2008 
Brunei Darussalam -263,48 -1.158,17 -1.569,38 -1.821,35 -2.356,95 - 
Kamboja 70,72 93,20 102,59 120,60 172,02 22,57 
Laos 1,57 1,69 4,18 0,77 3,78 10,36 
Filipina 1.009,02 1.096,89 1.121,02 1.493,83 1.298,07 8,47 
Malaysia 1.334,10 1.282,77 917,42 -1.315,86 -2.489,74 - 
Myanmar 42,86 63,84 118,04 231,99 221,08 57,96 
Singapura -84,87 -1.635,33 -1.104,68 661,82 -8.927,44 - 
Thailand -795,35 -1.200,50 -281,93 -1.232,79 -2.673,01 - 
Vietnam 185,19 293,42 205,20 360,96 955,24 44,65 




Tabel 4.3. Neraca Perdagangan Indonesia dengan negara Intra-ASEAN 
         Periode 2004-2008 (dalam juta US$) 
Sumber: Sekretariat ASEAN 
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Komitmen penting lainnya yang disepakati dalam ATIGA yaitu 
implementasi ROO atau ketentuan asal barang, dimana suatu barang 
yang diimpor ke dalam wilayah negara anggota ASEAN lainnya wajib 
diberlakukan sebagai suatu barang asal apabila barang tersebut 
memenuhi dua persyaratan yaitu (i) suatu barang yang diproduksi atau 
diperoleh secara keseluruhan di negara anggota ASEAN pengekspor, 
atau (ii) suatu barang yang tidak secara keseluruhan diproduksi atau 
diperoleh di negara anggota ASEAN pengekspor. 
Kemudian, negara anggota ASEAN juga diwajibkan untuk 
mengembangkan dan melaksanakan suatu Program Kerja untuk Fasilitas 
Perdagangan ASEAN secara menyeluruh, yaitu suatu program kerja yang 
mengatur semua tindakan dan kebijakan dengan target dan batas waktu 
pelaksanaan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk menciptakan suatu 
lingkungan yang konsisten, transparan dan dapat diprediksi. 
Pengembangan fasilitas perdagangan bagi transaksi perdagangan 
internasional ini ditujukan untuk meningkatkan peluang perdagangan, 
membantu usaha termasuk UKM dan menghemat waktu serta 
mengurangi biaya. 
Komitmen lain yang tidak kalah pentingnya yaitu kepabeanan 
(customs), dimana dalam menerapkan hukum kepabeanan, negara 
anggota ASEAN hendaknya memastikan ketepatan waktu, konsistensi 
dan transparansi serta mengefisiensikan administrasi prosedur 
kepabeanan melalui pemeriksaan barang yang cepat. Di samping itu, 
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negara anggota ASEAN hendaknya juga menyederhanakan dan 
menyelaraskan prosedur kebiasaan kepabeanan serta meningkatkan 
kerjasama di antara lembaga kepabeanan yang berwenang. 
Indonesia sendiri telah meratifikasi ATIGA melalui Peraturan 
Presiden Nomor (Perpres) 2 Tahun 2010 pada tanggal 5 Januari 2010. 
ATIGA mulai berlaku efektif pada tanggal 17 Mei 2010 dan dilaksanakan 
melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.011/2010 
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Kerangka 
ATIGA. 
Ada beberapa implikasi yang timbul dengan adanya ATIGA yaitu (i) 
kewajiban untuk melakukan pembaharuan hukum yang diselaraskan 
dengan aturan dalam ATIGA sehingga dapat memberikan kepastian 
hukum serta kepastian berusaha bagi pelaku usaha di negara anggota 
ASEAN baik di bidang perdagangan maupun investasi, (ii) ASEAN dapat 
menjelma menjadi sebuah pusat mesin pertumbuhan ekonomi yang baru 
dan terpadu serta mampu bersaing dengan kawasan lainnya untuk 
mengimbangi ekspansi dan serbuan produk dari negara di kawasan lain. 
Masalah aspek hukum tentu akan membawa konsekuensi yang akan 
mempengaruhi seluruh instrument hukum ASEAN sebelumnya. Akan 
tetapi, keuntungan yang diperoleh juga seimbang dimana ada kejelasan, 
struktur hukum, predictability, kepastian hukum dan transparansi yang 
akan mempengaruhi proses ATIGA. Bagi Indonesia, ATIGA dapat 
mengatasi kesenjangan prinsip utama seperti non-tarif dan modifikasi 
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konsesi yang selama ini tidak tercakup dalam CEPT Agreement78. Selain 
itu, ATIGA juga dapat digunakan sebagai referensi hukum yang lengkap 
bagi pemerintah maupun dunia usaha, khususnya dalam perdagangan. 
ATIGA juga dapat menjamin ketentuan lain di dalam peningkatan arus 
barang bebas, seperti bea masuk dan standar. Dengan demikian akan 
ada kesempatan untuk mengkaji konsistensi seluruh peraturan yang ada 
di dalam negeri, khususnya tentang perdagangan barang. 
Selain itu, dalam kerangka ATIGA ada beberapa perkembangan 
yang cukup signifikan di bidang pergerakan barang secara bebas, salah 
satunya ialah keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara Self 
Certification Pilot Project (SCPP) II yang bertujuan untuk meningkatkan 
ekspor dan daya saing produk Indonesia dengan memanfaatkan system 
sertifikasi mandiri. Sistem sertifikasi merupakan sebuah pernyataan asal 
barang yang dicantumkan dalam dokumen ekspor disebut invoice 
declaration. Kewenangannya diberikan kepada eksportir yang telah 
ditunjuk oleh Issuing Authority masing-masing negara anggota ATIGA. 
 
4.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi antarnegara 
Anggota ASEAN dalam Bidang Perdagangan Berdasarkan 
ASEAN Charter 2007 
 Relasi antara subjek hukum internasional sangatlah rentan 
terhadap terjadinya suatu sengketa. Sengketa dapat lahir dari beragam 
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suatu potensi seperti perbatasan, Sumber Daya Alam (SDA), kerusakan 
lingkungan, perdagangan, HAM, terorisme dan lain-lain. Pada sengketalah 
maka hukum internasional memainkan peranannya79. Pada awalnya, 
negara selalu menyelesaikan sengketa dengan cara peperangan. Hal ini 
disebabkan oleh karena pada saat itu perang masih dianggap sebagai alat 
diplomasi yang ampuh. Seiring berjalanannya waktu, kesadaran 
masyarakat internasional akan dibuatnya ketentuan hukum positif yang 
menyatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara 
dilarang80. 
 Saat membahas sengketa dalam hukum internasional publik, para 
pakar hukum internasional membedakan antara sengketa hukum dan 
sengketa politik. Meskipun demikian, tidak ada kriteria yang jelas dan 
dapat diterima secara umum mengenai kedua istilah tersebut81. Menurut 
Oppenheim Lauterpacht, dalam sengketa sebuah hukum para pihak 
mendasarkan klaimnya berdasarkan hukum internasional sedangkan 
perbedaan lainnya lebih bersifat politik atau konflik kepentingan82. Akan 
tetapi, dalam praktiknya ternyata cukup sulit untuk menentukan secara 
tegas bahwa suatu sengketa dapat dikategorisasikan sebagai sengketa 
hukum atau politik. Menurut Hilton Tarnama Putra sendiri, pembedaan 
antara sengketa hukum dan sengketa politik perlu dilakukan  dengan cara 
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melihat sumber dan bagaimana sengketa tersebut. Apabila sumber 
sengketa tersebut berdasarkan dari sumber hukum internasional (Pasal 
38 ayat 1 ICJ) maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum jika tidak 
maka sengketa yang timbul hanya bersifat non-hukum. 
 Sebuah sengketa juga dapat diartikan sebagai sengketa hukum 
apabila dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan atau arbitrase. 
Meskipun setiap pihak dalam sengketa dapat menggunakan  forum 
penyelesaian di luar jalur hukum, akan tetapi pilihan tersebut tidak 
menghilangkan karakteristik bahwa suatu sengkea merupakan suatu 
sengketa hukum. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa internasional 
terbagi atas dua macam, yaitu secara damai dan dengan kekerasan. 
 Penyelesaian sengketa secara damai menjadi prinsip utama dalam 
setiap penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip ini dapat ditemukan 
dalam beberapa perjanjian internasional dan terutama yang ada dalam 
Piagam PBB. Adapun prinsip-prinsip utama dalam penyelesaian sengketa 
secara damai menurut Huala Adolf yaitu adanya itikad baik, larangan 
penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa, kebebasan 
memilih cara-cara penyelesaian sengketa, kebebasan memilih hukum 
yang akan diterapkan dalam pokok sengketa, kesepakatan para pihak 
yang bersengketa, dan exhaustion of local remedies. 
 Prinsip-prinsip tersebut merupakan sesuatu hal yang harus menjadi 
acuan setiap negara dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi 
antarnegara. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai terbagi lagi 
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atas dua yaitu secara diplomatic dan secara hukum83. Pada prinsipnya 
tidak dinyatakan dengan tegas metode penyelesaian sengketa secara 
diplomatik. Piagam PBB, dalam Bab VI khususnya Pasal 33 ayat (1), 
hanya mengatur secara umum tentang jenis-jenis mekanisme 
penyelesaian sengketa secara damai. Adapun yang termasuk dalam 
metode penyelesaian sengketa secara diplomatik yaitu negosiasi, 
penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi. Selain penyelesaian sengketa 
secara damai, terdapat pula penyelesaian sengketa dengan 
menggunakan kekerasan. Meskipun pada prinsipnya Piagam PBB 
melarang untuk menyelesaikan sengketa menggunakan kekerasan, 
namun ada pengecualian yang disebutkan dalam piagam. Hal ini 
berkaitan dengan kewenangan Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam 
Bab VII piagam serta hak membela diri. 
 Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang ekonomi sendiri 
dalam ASEAN berdasar pada sebuah kerangka perjanjian ekonomi yaitu 
the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation. 
Dinyatakan dalam Pasal 9 bahwa apabila terdapat sengketa antara pihak 
atas pemahaman dan pelaksanaan perjanjian, maka sengketa tersebut 
diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa, akan tetapi jika diperlukan 
sebuah badan maka dapat dibentuk dalam rangka penyelesaian sengketa 
tersebut84. Atas dasar ketentuan tersebut, maka dibentuklah protokol 
penyelesaian sengketa (protocol on dispute settlement) pada tahun 1996 
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yang kemudian diubah menjadi ASEAN Protocol on Enhanced Dispute 
Settlement Mechanism (DSM) pada tahun 2004 atau dikenal dengan 
sebutan Vientiane Protocol. 
Konsultasi merupakan tahap awal dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi di ASEAN yang  terdapat dalam Pasal 2 Protokol DSM 1996. 
Konsultasi dapat diajukan oleh para pihak dikarenakan adanya masalah 
terhadap implementasi, interpretasi atau pelaksanaan perjanjian ekonomi 
yang masuk dalam ruang lingkup yang terdapat dalam Protokol DSM 
1996. Apabila konsultasi tidak berjalan memuaskan, para pihak dapat 
menghentikan konsultasi dan membawa sengketa tersebut kepada SEOM 
dalam batas waktu enam puluh hari setelah melakukan permohonan 
konsultasi. Kemudian, SEOM akan memutuskan sengketa tersebut akan 
diselesaikan dengan membentuk panel atau dapat diselesaikan dengan 
cara yang bersahabat. 
Selain konsultasi, Protokol DSM 1996 juga memberikan alternatif 
penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode jasa-jasa baik, 
konsiliasi ataupun mediasi. Para pihak juga diberikan kebebasan untuk 
memulai atau menghentikan penggunaan metode tersebut. Panel 
dibentuk oleh SEOM ketika proses konsultasi tidak berhasil 
menyelesaikan sengketa. Ada tiga fungsi panel dibentuk, yaitu: (i) 
membuat penilaian objektif atas suatu sengketa, (ii) eksaminasi terhadap 
fakta serta mengaitkannya dengan perjanjian ekonomi yang ada di 
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ASEAN, dan (iii) menghasilkan temuan berupa laporan yang kemudian 
digunakan oleh SEOM untuk menentukan putusan. 
Panelis bertindak atas nama individu dan bukan perwalian 
pemerintah atau organisasi tertentu sehingga negara anggota dilarang 
untuk memberikan perintah atau mempengaruhi panelis. Para pihak yang 
bersengketa dapat memilih para panelis berdasarkan daftar yang telah 
diajukan oleh sekretariat. Panel terdiri dari tiga orang panelis, kecuali para 
pihak yang bersengketa bersepakat untuk menggunakan lima orang 
panelis. Panelis merupakan individu yang memiliki kapabilitas, dengan 
syarat-syarat yaitu: (i) individu yang telah bekerja pada panel atau 
mengajukan kasus ke panel, (ii) bekerja pada sekretariat ASEAN, (iii) 
pengajar atau penulis tentang hukum perdagangan internasional dan 
kebijakan, (iv) pejabat senior di bidang kebijakan perdagangan negara 
peserta. 
Laporan hasil temuan panel diserahkan kepada SEOM untuk 
mengambil putusan atas suatu sengketa. Pihak yang tidak sepakat 
dengan putusan yang dibuat SEOM dapat mengajukan banding kepada 
AEM dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah putusan dibuat SEOM. 
Putusan yang dihasilkan oleh AEM bersifat final dan mengikat para pihak. 
Konsekuensinya adalah putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para 
pihak yang bersengketa dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah 
putusan banding dikeluarkan. 
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Jadi, berdasarkan Pasal 9 Protokol DSM 1996 terdapat dua macam 
putusan yang dapat dihasilkan yaitu pembayaran kompensasi dan 
penundaan konsesi. Jumlah kompensasi ditentukan berdasarkan hasil 
negosiasi antara pihak yang bersengketa. Namun apabila jumlah 
kompensasi tidak berhasil ditentukan dalam jangka waktu yang telah 
diatur, maka pihak yang dirugikan dapat meminta otorisasi dari AEM untuk 
menghentikan konsesi kepada pihak yang merugikan. Selain itu, pihak 
yang dirugikan dapat menangguhkan kewajibannya kepada negara yang 
telah merugikan. Pengawasan terhadap putusan yang dihasilkan oleh 
SEOM atau AEM merupakan tanggungjawab Sekretariat ASEAN. 
Berkaitan dengan fungsi Sekretariat ASEAN sendiri, protokol ini tidak 
menjelaskan lebih lanjut tentang sanksi yang dapat dilakukan apabila 
pihak yang bersalah tidak mematuhi hasil putusan dari SEOM maupun 
AEM. 
Lalu, setelah Protokol DSM 1996 dibentuklah Declaration of ASEAN 
Concord II. Pada ASEAN Summit ke-9 di Bali tanggal 7-8 Oktober 2003, 
dihasilkan salah satu dokumen penting Declaration of ASEAN Concord II. 
Dimana dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa ASEAN akan 
memperkuat organisasi dengan membentuk tiga pilar komunitas, salah 
satunya yaitu upaya untuk mencapai integrasi ekonomi dengan 
memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi di ASEAN. 
Kemudian, Bali Concord II mengadopsi rekomendasi HLTF perihal 
mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi. Adapun rekomendasi dari 
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HLTF dengan membuat tiga pilihan mekanisme untuk menyelesaikan 
sengketa ekonomi yaitu (i) mekanisme permohonan nasihat (advisory 
mechanism), (ii) mekanisme konsultasi (consultative mechanism) dan (iii) 
mekanisme penegakan hukum (enforcement mechanism). 
Mekanisme permohonan nasihat terdiri atas ASEAN legal unit dan 
ASEAN consultation to solve trade and investment issues (ACT)85. 
ASEAN legal unit merupakan salah satu unit yang terdapat dalam 
sekretariat ASEAN untuk memberikan nasihat hukum perihal sengketa 
perdagangan di ASEAN. Unit ini terdiri dari pengacara yang memiliki 
kemampuan dalam bidang hukum perdagangan guna memberikan 
interpretasi atas suatu isu yang memiliki potensi menimbulkan sengketa 
dagang antara negara anggota ASEAN. Selain itu, unit ini juga berfungsi 
untuk menyaring sengketa dagang yang bersifat teknis atau operasional 
sehingga dapat diselesaikan melalui mekanisme konsultasi bilateral, agar 
sengketa tersebut tidak berlanjut ke the ASEAN Compliance Monitoring 
Body (ACMB). Meskipun memiliki kekuatan hukum, nasihat yang diberikan 
oleh unit ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena hanya 
berfungsi sebatas untuk memberikan nasihat hukum. 
Lain halnya dengan ACT, yang merupakan adaptasi dari sistem 
SOLVIT yang terdapat di Uni Eropa. SOLVIT merupakan sistem 
penyelesaian sengketa atas kesalahan suatu otoritas publik menerapkan 
hukum pasar dalam negerinya tanpa menggunakan jalur hukum. Gugatan 
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 Ibid, hlm. 66-70. 
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atas kesalahan otoritas publik tersebut dapat diajukan oleh individu 
maupun pengusaha yang dilakukan melalui sistem online sehingga 
prosesnya cepat dan bebas biaya. Mekanisme ini melibatkan tiga pihak 
yaitu (i) negara tuan rumah atau host ACT yang berperan sebagai 
koordinator dalam menangani proses penyelesaian sengketa, (ii) negara 
pihak lain atau lead ACT yang menerima informasi suatu sengketa yang 
diajukan oleh host ACT, dan (iii) sekretariat ASEAN sebagai pusat data 
ACT. 
Mekanisme kedua dari rekomendasi HLTF yaitu konsultasi terbagi 
atas dua, yaitu ACMB dan konsiliasi serta mediasi. ACMB merupakan 
pengawasan terhadap negara anggota ASEAN yang tidak memenuhi 
kewajiban atas perjanjian ekonomi ASEAN yang telah disepakati. Akan 
tetapi, mekanisme ini akan berjalan apabila terdapat kesepakatan antara 
pihak yang bersengketa untuk menggunakan mekanisme ini. Mekanisme 
ini tidak bersifat memaksa, para pihak dapat menempuh jalur ASEAN 
DSM apabila tidak ingin menggunakan mekanisme ACMB. Sama halnya 
dengan mekanisme ACMB, untuk mekanisme konsiliasi dan mediasi 
penggunaannya harus pula berdasarkan kesepakatan dari pihak yang 
bersengketa. 
Kemudian, untuk mekanisme yang terakhir dari rekomendasi HLTF 
yaitu penegakan hukum. Pada saat rekomendasi HLTF dikeluarkan, 
ASEAN telah memiliki Protokol DSM 1996. Akan tetapi, sejak tahun 1996 
hingga 2003, mekanisme yang terdapat dalam protokol tersebut belum 
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pernah digunakan dengan alasan bahwa protokol tersebut lebih bersifat 
politis. Oleh karena itu, HLTF mengusulkan untuk merevisi Protokol DSM 
1996, adapun usulan perubahan tersebut yaitu (i) penentuan panelis yang 
terdiri dari tiga orang profesional berasal dari negara yang tidak terlibat 
sengketa, (ii) mengurangi unsur politik dalam mekanisme penyelesaian 
sengketa dengan mengganti AEM menjadi badan yang terdiri dari 
profesional kompeten dan independen juga berpengalaman, (iii) 
mengadopsi prosedur seleksi panelis yang terdapat dalam WTO, (iv) 
prosedur mekanisme penyelesaian sengketa yang detail dan ketat serta 
pentuan batas waktu pada tiap proses demi efektifitas, dan (v) membuat 
mekanisme menjadi efektif dengan memberikan sanksi bagi pihak yang 
tidak mematuhi kewajibannya.  
Selanjutnya, dibentuklah The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute 
Settlement Mechanism (EDSM) 2004 atau Protokol Vientiane merupakan 
sebuah payung hukum utama ASEAN dalam proses penyelesaian 
sengketa di bidang ekonomi menggantikan Protokol DSM 1996 yang 
memiliki beberapa kelemahan. Protokol ini menganut prinsip lex specialis 
derogat lex generalis. Selain itu, protokol ini bersifat fleksibel, artinya para 
pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan mekanisme 
penyelesaian sengketa lain yang mereka sepakati apabila tidak ingin 
menggunakan mekanisme yang terdapat dalam protokol. 
Berbeda halnya dengan Protokol DSM 1996, EDSM 2004 lebih 
memperkuat kewenangan SEOM. Hal menarik lainnya dari EDSM 2004 
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yaitu terdapat ketentuan untuk dapat mempercepat proses penyelesaian 
sengketa dengan alasan urgensi berkaitan dengan barang-barang yang 
mudah busuk atau rusak. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang 
diatur dalam EDSM 2004 terdiri atas empat, yaitu (i) konsultasi, (ii) jasa-
jasa baik, konsiliasi atau mediasi, (iii) arbitrase dan (iv) panel. 
Konsultasi merupakan tahap awal dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi dalam EDSM 2004 dimana setiap negara anggota dapat 
mengajukan permohonan konsultasi kepada negara anggota lain atas 
dasar adanya sengketa. Permohonan untuk konsultasi harus dilakukan 
secara tertulis dengan menyertakan argumentasi hukum serta tindakan-
tindakan yang telah diambil oleh para pihak. Berbeda dengan Protokol 
DSM 1996, di dalam protokol ini pemohon konsultasi wajib dilaporkan 
kepada SEOM. Dengan adanya kewajiban ini, maka proses penyelesaian 
sengketa akan lebih pasti sebab penetapan awal konsultasi telah 
diketahui. Apabila permohonan telah diajukan oleh negara pemohon, 
maka negara termohon memiliki kewajiban untuk menjawab permohonan 
tersebut dalam waktu sepuluh hari setelah permohonan diterima. Jika 
kedua pihak sepakat untuk melakukan konsultasi maka mereka wajib 
melaksanakannya dalam kurun waktu tigapuluh hari. Jika pihak termohon 
tidak menjawab permohonan atau tidak melakukan konsultasi selama 
tigapuluh hari atau tidak berhasil menemukan solusi selama enampuluh 
hari, maka pihak pemohon dapat mengajukan panel ke SEOM. Akan 
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tetapi, jika dihasilkan solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut maka 
harus dilaporkan kepada SEOM dan badan ASEAN lain yang terkait. 
Selain konsultasi, para pihak dapat menggunakan metode jasa-jasa 
baik, konsiliasi atau mediasi dalam menyelesaikan suatu sengketa 
ekonomi. Terkait dengan hal ini, Sekertaris Jenderal ASEAN berperan 
sebagai ex-officio dapat menawarkan jasanya sebagai pihak ketiga untuk 
membantu menyelesaikan sengketa. Kemudian, arbitrase yang 
merupakan salah satu mekanisme yang diatur dalam EDSM 2004. 
Berdasarkan Pasal 13 ayat 7 diatur bahwa metode ini digunakan jika ada 
sengketa mengenai penundaan konsesi yang dianggap tidak sesuai 
dengan Pasal 13 ayat (3) EDSM 2004. Putusan arbitrase final dan 
mengikat, para pihak tidak dapat mengajukan arbitrase kedua untuk 
materi yang sama. 
Mekanisme keempat yang diatur dalam EDSM 2004 yaitu panel. 
Permohonan pembentukan panel ditujukan kepada SEOM. Jika 
sebelumnya pembentukan panel pada Protokol DSM 1996 dilakukan 
melalui pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana, maka 
dalam protokol ini menggunakan konsensus negatif. Dimana dengan 
sistem ini maka pembentukan panel akan lebih sulit dicegah oleh karena 
diharuskan adanya konsensus. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) EDSM 2004 
dinyatakan bahwa panel dapat membuat hukum acaranya sendiri dalam 
hubungannya dengan hak pihak yang bersengketa.  
87 
 
Pertemuan dalam panel terdiri atas dua sidang. Pada pertemuan 
pertama, panel akan mempertanyakan perihal materi sengketa yang 
diajukan oleh negara pemohon dan pandangan negara termohon 
mengenai sengketa tersebut. Selain para pihak yang bersengketa, pihak 
ketiga juga akan diminta pendapatnya atas kepentingan mendasar yang 
diangkat pada pertemuan pertama. Lalu pada pertemuan kedua digelar 
untuk mendengar bantahan yang diajukan negara termohon secara lisan 
dan tertulis dan tanggapan atas bantahan tersebut oleh negara pemohon. 
Setelah sidang selesai, panel harus menyerahkan laporan kepada 
SEOM. Laporan dari panel tersebut harus diadopsi oleh SEOM selang 
tigapuluh hari setelah penyerahan. Akan tetapi, jika ada pihak yang 
mengajukan banding maka SEOM tidak dapat mengadopsi laporan panel. 
Laporan dari panel tidak bersifat final dan mengikat. Para pihak yang tidak 
sepakat dengan hasil panel dapat mengajukan banding kepada AEM. 
Putusan panel dan badan banding tidak boleh menambahkan 
dan/atau menghilangkan hak serta kewajiban negara anggota yang 
terdapat dalam perjanjian yang menjadi yuridiksi EDSM 2004. Panel atau 
badan banding hanya memberikan rekomendasi bagi pihak yang 
melanggar ketentuan perjanjian untuk menaatinya serta diperbolehkan 
untuk mengusulkan jalan keluar yang dapat diambil. Terkait dengan 
pelaksanaan putusan panel dan badan banding harus dilaksanakan oleh 
para pihak yang bersengketa paling lama enampuluh hari setelah diadopsi 
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oleh SEOM. Untuk pengawasan pelaksanaan putusannya sendiri dibantu 
oleh Sekretariat ASEAN. 
ASEAN telah berupaya keras dalam membentuk aturan-aturan 
terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi. Agar instrumen-instrumen 
tersebut dapat berlaku secara efektif, maka ASEAN kembali menekankan 
prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tersebut ke dalam ASEAN Charter. 
Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang dianut dalam ASEAN Charter 
tertuang dalam Pasal 22 ayat 1 bahwa setiap sengketa akan diselesaikan 
dengan cara damai melalui dialog, konsultasi dan negosiasi. Ketentuan 
tersebut bukanlah sesuatu yang baru, prinsip penggunaan cara damai 
sudah menjadi kebiasaan dalam hubungan internasional. Penegasan 
prinsip ini hanya untuk mengingatkan negara anggota ASEAN bahwa 
sengketa yang terjadi wajib dilakukan tanpa kekerasan. 
Akan tetapi, tidak dijelaskan lebih rinci mengenai prosedur dan cara 
menyelesaikannya. Perlu diingat pula bahwa tidak semua instrumen yang 
dibuat oleh ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian sengketa, oleh 
karena itu ASEAN Charter membuat batasan-batasannya, yaitu (i) jika 
suatu materi sengketa memiliki mekanisme penyelesaian sengketa sendiri 
maka yang digunakan ialah mekanisme tersebut, (ii) apabila materi 
sengketa yang timbul tidak didasarkan atas penerapan dari salah satu 
instrumen ASEAN maka harus diselesaikan secara damai dengan 
menggunakan TAC 1976, (iii) jika materi sengketa berhubungan dengan 
penerapan atas instrumen di bidang ekonomi ASEAN maka diselesaikan 
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dengan menggunakan EDSM 2004, dan (iv) apabila materi sengketa 
berhubungan dengan interpretasi dari instrumen ASEAN yang belum 
diatur penyelesaian sengketanya maka akan dibentuk mekanisme 
penyelesaian sengketanya86. 
Bagian terpenting dalam EDSM 2004 ialah instrumen ini dibentuk 
sebelum ASEAN Charter 2007 sehingga saat ini menjadi pembahasan di 
tingkat SEOM untuk direvisi. EDSM 2004 merupakan isu hukum yang 
pada prinsipnya merupakan sebuah aturan hukum yang mengatur 
sengketa ekonomi terkait dengan perjanjian-perjanjian ASEAN, termasuk 
bidang perdagangan barang. Dari segi waktu, EDSM 2004 dibentuk 
sebelum ASEAN Charter 2007 dibentuk sehingga memiliki potensi 
menimbulkan masalah.  
Menurut bapak Amrih Jinangkung, Kasubdit Perjanjian Investasi 
Keuangan dan Ekonomi Direktorat Jenderal Hukum Perjanjian 
Internasional Kementerian Luar Negeri, revisi terhadap EDSM 2004 
dilakukan oleh karena instrumen tersebut dianggap belum sempurna 
sebagai protokol penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, 
ASEAN mengikuti cara penyelesaian sengketa di WTO. Mekanisme 
penyelesaian sengketa di WTO melalui dispute settlement body (DSB) 
dan dispute settlement understanding (DSU). Anggota DSB dari WTO 
terdiri atas negara-negara yang menangani masalah sengketa.  
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 Pasal 24 Piagam ASEAN 2007. 
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Begitu pula dengan Protokol EDSM 2004, instrumen ini mencoba 
membuat mekanisme yang sama seperti di WTO, akan tetapi ASEAN 
belum memiliki DSB tersebut. Ada yang mengatakan SEOM sama seperti 
DSB. Akan tetapi, SEOM merupakan lembaga pengambil kebijakan di 
ekonomi yang mengimplementasikan arahan atau tugas dari ASEAN 
Summit. SEOM lebih ke policy maker, sehingga jika ada sengketa yang 
dibawa ke SEOM maka pembahasannya  bukan berasal dari aspek legal 
sebab SEOM tidak membahas mengenai sengketa, SEOM mengambil 
kebijakan sesuai dengan arahan menteri. Jadi, dapat dibayangkan ketika 
SEOM harus mengambil sebuah isu-isu legal tetapi dilain sisi mereka 
masih memikirkan tentang policy yang artinya berbicara tentang 
kepentingan masing-masing. Sedangkan hakim jelas, ia tidak peduli 
dengan kepentingan masalah politik, ia hanya peduli masalah legal. 
Selanjutnya, dalam Pasal 26 ASEAN Charter, ketika ada sengketa yang 
tidak terselesaikan akan dibawa ke Summit ASEAN yang merupakan 
policy making body ASEAN. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa EDSM 
2004 belum berjalan, dan mengapa tidak ada satu negara pun yang 
membawa kasusnya ke EDSM 2004 hingga saat ini.  
Selain itu, anggota DSB di WTO masing-masing perwakilannya 
berada di Genewa. Jadi, ketika ada pembahasan mereka segera 
melakukan pertemuan. Time frame WTO jelas, sementara time frame 
SEOM sudah ditentukan empat kali dalam setahun. Kemudian, Pasal 1 
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EDSM 2004 membahas mengenai ASEAN Economic Agreement, dimana 



























Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, adapun 
kesimpulan yang dapat diambil, yaitu: 
1. ASEAN telah mengalami perkembangan pesat dan mulai 
bertransformasi menjadi suatu organisasi yang lebih tersturktur serta 
terintegrasi menuju perwujudan komunitas tunggal. Upaya 
pembentukan komunitas ASEAN merupakan salah satu bentuk 
upaya perwujudan tersebut. Pencapaian komunitas ASEAN terus 
ditingkatkan dan diperkuat. Proses pembentukan komunitas tersebut 
yang dipercepat menjadi tahun 2015 memerlukan suatu landasan 
hukum dan arahan kegiatan yang jelas. Dalam memenuhi kebutuhan 
tersebut, disusunlah ASEAN Charter yang telah diratifikasi oleh 
negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, untuk melengkapi 
arahan menuju suatu komunitas, ASEAN telah menyusun dan 
menyepakati blueprint yang terdiri atas tiga pilar yaitu APSC, AEC 
dan ASCC. Sehubungan dengan perkembangan AEC, telah disusun 
AEC blueprint yang berisi rencana garis strategis dalam jangka 
pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju 
terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN. Pembentukan AEC diyakini 
dapat menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya 
saing tinggi dan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dalam 
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ekonomi global. Selain itu, pembentukan AEC juga disepakati atas 
dasar kesamaan kepentingan untuk memperdalam dan memperluas 
upaya-upaya ekonomi melalui inisiatif baru dengan tenggang waktu 
yang jelas. Dalam bidang perdagangan barang, ASEAN berhasil 
menyelesaikan pembahasan substantif mengenai ATIGA yang 
merupakan penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidang 
perdagangan barang, salah satunya yaitu CEPT-AFTA. 
2. ASEAN Charter merupakan penegasan dari prinsip dan tujuan 
ASEAN dalam instrumen-instrumen yang telah dihasilkan 
sebelumnya. Kemungkinan munculnya sengketa akibat dari 
implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dapat saja terjadi. Oleh 
karena itu, ASEAN membentuk ASEAN Charter yang dimana 
terdapat satu bab penting mengenai penyelesaian sengketa. 
Penegasan prinsip penyelesaian sengketa yang dianut oleh negara 
anggota ASEAN tertuang dalam Pasal 22-28 Bab VII. Terkait dengan 
materi sengketa yang berhubungan dengan penerapan atas 
instrumen ASEAN di bidang ekonomi, berdasarkan ASEAN Charter, 
maka sengketa tersebut diselesaikan dengan menggunakan EDSM 
2004, kecuali ditentukan lain, yang merupakan payung hukum utama 
ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa di bidang ekonomi 
yang dibuat untuk menggantikan Protokol DSM 1996 yang memiliki 
beberapa kelemahan. Akan tetapi, hingga saat ini EDSM 2004 belum 
digunakan oleh negara anggota ASEAN mengingat instrumen ini 
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dibentuk sebelum ASEAN Charter dibentuk, sehingga masih terdapat 
beberapa kelemahan di dalamnya. 
 
5.2. Saran 
Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Implementasi mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya di 
bidang ekonomi, di tingkat kawasan ASEAN hendaknya perlu 
dimaksimalkan. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan 
instrumen-instrumen yang telah dibuat ASEAN perlu diprioritaskan 
sebelum dibawa pada tingkat internasional sebagai bentuk efektifitas 
ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu menciptakan 
stabilitas, keamanan dan perdamaian di kawasan. 
2. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi harus diselesaikan 
melalui EDSM 2004. Dispute Settlement Body (DSB) di ASEAN 
sebaiknya segera dibentuk agar ASEAN berfungsi secara optimal 
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